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ABSTRAK

Jumlah penduduk Indonesia yang besar memerlukan sumber daya yang
besar juga untuk memenuhi kebutuhannya, Pembatasan jumlah penduduk melalui
Keluarga Berencana bertujuan mewujudkan jumlah penduduk tumbuh seimbang
dan berkuahtas. Penyuluhan Keluarga Berencana yang dilaksanakan selama ini
walaupun berhasil menurunkan TFR menjadi 2,6 belum mencapai angka ideal 2,1.
Selain itu pengetahuan masyarakat tentang isu kependudukan masih rendah
scbesar 34,2%. Penelitian Analisis Efektivitas Implementasi Kebijakan
Penyuluhan Keluarga Berencana (Studi pada Dinas Pengendalian Penduduk
Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Kendal) betuyjuan meneliti efektivitas implementasi kebijakan
sckaligus mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi
efektivitas implementasi kebijakan, Penelitian ini menggunakan metode deskriptif
dengan analisa kualitatif Informan penelitian ini adalah Kepala Dinas
DP2KBP2PA dan Kepala Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga
DP2KBP2PA, Penyuluh KB dan PUS yang pernah mengikuti penyuluhan.
Peneliti menyimpuikan bahwa implementasi kebijakan penyuluhan KB di
Kabupaten Kendal belum sesuai harapan. Peserta KB Aktif di Kabupaten Kendal
masih memenuhi target nasional sebesar 65% meskipun jumlah tenaga Penyuluh
KB yang ada terbatas, namun jumlah unmet need masih tinggi yaitu 24,98%.
Komunikasi kebijakan kepada Penyuluh KB cenderung kepada teknis pekerjaan,
kurang pada kebijakan normatif dan mendasar seperti visi, misi dan bentuk
organisasi. Hal ini ditunjukkan dengan pemahaman Penyuluh KB terhadap
tupoksinya, namun kurang mengetahui visi, misi OPD. Sumber daya manusia
yang terbatas secara kuantitas membuat beban kerja Penyuluh KB menjad: berat.
Satu orang Penyuluh KB mempunyai wilayah kerja rata-rata 5,6 desa. Disposisi
Penyuluh KB terhadap tugas yang diembannya cukup bagus, terbukti dari
keikutsertaan mercka menjadi akseptor KB. Struktur organisasi yang ada kurang
mendukung tugas utama Penyuluh KB karena tidak adanya dukungan staf
administrasi di tingkat lapangan. Kegiatan penyuluhan berjalan baik dengan
disampaikannya semua materi penyuluhan, namun peserta penyuluhan cenderung
hanya mengingat materi penyuluhan yang menarik bagi mereka. Indikator
keberhasilan penyuluhan hanya dari jumlah peserta KB aktif saja, belum ada
evaluasi mengenai pemahaman peserta penyuluhan terhadap materi penyuluhan.

Kata Kunci : Implementasi, penyuluhan, Keluarga Berencana, komunikasi

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43272.pdf

ABSTRACT

A large population of Indonesians require large resources to meet their needs as
well. The restriction of population through family planning aims at realizing a
balanced growth and quality population. Family Planning Counseling carried out
so far despite successfully lowered the TFR to 2.6 has not reached the ideal
number 2.1. In addition, public knowledge about the issue of population is still
low by 34.2%. Research on the Effectiveness Analysis of Family Planning
Counseling Implementation (Study on Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga
Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kendal)
aims to examine the effectiveness of policy implementation while knowing and
analyzing the factors influencing the effectiveness of policy implementation. This
rescarch uses descriptive method with qualitative analysis. The informant of this
research 1s Head of DP2KBP2PA and Section Head of Keluarga Sejahtera dan
Pembangunan Keluarga DP2KBP2PA, Family Planning Counselor and couples of
reroductive age who have followed the counseling. The researcher concluded that
the implementation of family planning counseling policy in Kendal Regency has
not been as expected. Active family planning participants in Kendal District still
fulfill national target of 65% although the number of extension workers is limited,
but the unimet need is still high at 24.98%. Communication policy to extension
workers tend to technical work, less on normative and fundamental policies such
as vision, mission and organizational form. This is indicated by the understanding
of family planning counselor’s tasks, but less knowing the vision, mission of local
organization. Human resources are limited in quantity to make the workload of
family planning counselor become heavy. One family planning counselor has an
average working area of 5.6 villages. The disposition of family planning counselor
to their tasks is quite good, as evidenced by their participation in becoming family
planning acceptor. The existing organizational structure is less supportive of the
main tasks of family planning counselor because of the lack of support of
administrative staff at the field level. Family planning counselors go well with the
delivery of all counseling materials, but counseling participants tend to only
remember the counseling material that interests them. The indicator of successful
counseling is only from the number of active family planning participants, there
has been no evaluation on the participants’ understanding of counseling materials.

Keywords: Implementation, counseling, Family Planning, communication
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BABIV

HASIL DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

A, Deskripsi Objek Penelitian
1. Gambaran Umum

Objek penelitian tentang Analisis Implementasi Kebijakan Penyuluhan
Keluarga Berencana adalah Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP2PA). Sebagai OPD
pengelola Program Keluarga Berencana di tingkat daerah, DP2KBP2ZPA
membawahi Penyuluh KB sebagai pelaksana Program KB (implementor

kebijakan) di tingkat lapangan.

Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kendal ditetapkan berdasarkan
Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal. Tugas pokoknya adalah
melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang

Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana.

Susunan organisasi Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kendal terdin dar :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat
a) Subbagian Perencanaan dan Keuangan

b) Subbagian Umum dan Kepegawaian
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3. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
a) Seksi Jaminan ber-Keluarga Berencana
b) Seksi Pembinaan Kesertaan ber-Keluarga Berencana
¢) Seksi Pengendalian Penduduk dan Informast Keluarga
4. Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga
a) Seksi Advokasi dan Penggerakan
b) Sekst Pendayagunaan Petugas Lapangan Keluarga Berencana dan Institusi
Masyarakat Perdesaan
c) Seksi Ketahanan, Kesejahteraan dan Kualitas Keluarga
5. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
a) Seksi Pengarusutamaan Gender dan Pemenuhan Hak Anak
b) Seksi Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan
¢) Seksi Perlindungan Perempuan dan Anak

6. Kelompok Jabatan Fungsional

2, Tugas Pokok dan Fungsi

Penjabaran dan tugas dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga
Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kendal
termuat dalam Peraturan Bupati Kendal Nomor 49 Tahun 2016 Tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi , Serta Tata Kerja Pada Dinas
Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kabupaten Kendal. Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas
Jabatan Struktural dan Tata Kerja Pada Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga

Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kendal
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yang dijabarkan adalah yang mempunyai pengaruh langsung pada pelaksanaan

penyuluhan oleh PKB, yaitu :

a. Kepala Dinas

Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang
mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintah
bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan
dan perlindungan anak yang menjadi kewenangan dan tugas pembantuan yang

diberikan kepada Daerah.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Dinas
Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak mempunyai fungsi :

a. perumusan kebijakan di bidang pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana,

pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak;

b. pengoordinasian  dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian
penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan
anak;

c. pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kebijakan di bidang pengendalian
penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan
anak:

d. pengelolaan dan fasilitasi kegiatan di bidang pengendalian penduduk, keluarga

berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak ;
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e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pengendalian
penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan

anak;

f. pelaksanaan administrasi Dinas di bidang pengendalian penduduk, keluarga

berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; dan

g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati di bidang pengendalian
penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan
anak

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaiman dimaksud Kepala Dinas

mempunyai rincian tugas;

a. merumuskan dan menetapkan rencana dan program kegiatan Dinas
berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun

sebelumnya sebagai pcdoman pelaksanaan tugas;

b. membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan kompetensinya serta
membenkan arahan baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran

pelaksanaan tugas,

c. menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik
vertikal maupun horizontal guna sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan
tugas;

d. merumuskan kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang pengendalian
penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan
anak di Daerah sesuai peraturan perundang-undangan sebagai pedoman

pelaksanaan tugas;
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e. menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan di bidang
pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan
perlindungan anak sebagai bahan perumusan kebijakan teknis serta pedoman

pelaksanaan tugas;

f. menyelenggarakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan di
bidang pengendalian  penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan
perempuan dan perlindungan anak sesuai peraturan perundang-undangan apgar

kinerja Dinas mencapai target yang telah ditetapkan;

g. menyelenggarakan pembinaan teknis dan adminitrasi di bidang pengendalian
penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan

anak serta implementasinya sesuai peraturan perundang-undangan;

h. menyelenggarakan kegiatan dibidang pengendalian penduduk, keluarga
berencana, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak serta

implementasinya sesuai program dan kebijakan yang telah ditetapkan;

i. mengkoordinasikan dan memfasiltasi penyelenggaraan dan system pertukaran
informai dengan instansi Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah
Kabupaten/Kota yang menangani bidang pengendalian penduduk, keluarga
berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sesual dengan

peraturan perundang-undangan;

j. memfasilitasi pelayanan pengaduan di bidang pengendalian penduduk,
keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan
merumuskan upaya pemecahan masalah terhadap pengaduan yang diajukan
sebagai akibat pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan

perempuan dan perlindungan anak;
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k. mengupayakan intensifikasi dan ekstensifikasi pengendalian penduduk,
keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak guna

menunjang pembangunan daerah;

. mengelola dan mengembangkan system informasi dan data di bidang
pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan

perlindungan anak;

m. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Dinas dengan cara mengukur pencapaian
program kerja yang telah disusun untuk bahan laporan kepada Bupati dan

kebijakan tindak lanjut;

n. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Dinas dengan cara mengukur pencapaian
program kerja yang telah disusun untuk bahan laporan kepada Bupati dan

kebijakan tindak lanjut,

o. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Bupati baik lisan maupun tertulis

sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi;

p. mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja
pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karir,
pemberian penghargaan dan sanksi;

q. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan baik lisan maupun
tertulis berdasarkan kajian agar kegiatan berjalan lancar serta untuk
menghindari penyimpangan; dan

r. melaksanakan tugas kedinasan lain dari pimpinan sesuai dengan tugas dan

fungsi Dinas.
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b. Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga

Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga dipimpin oleh
Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala Dinas. Kepala Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga
mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam perumusan
kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian,
pengelolaan, fasilitas, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang Keluarga

Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Keluarga

Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga mempunyai fungsi :

a. perumusan kebijakan teknis di bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan
Keluarga;

b. pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan Keluarga Sejahtera dan
Pemberdayaan Keluarga;

c. pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan Keluarga Sejahtera dan
Pemberdayaan Keluarga

d. pengelolaan dan fasilitasi kegiatan Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan
Keluarga, N

e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan Keluarga Sejahtera dan
Pemberdayaan Keluarga;

f. pelaksanaan fungsi lain yang diberiken oleh kepala dinas di Bidang Keluarga

Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga.
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Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud, Kepala
Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai rincian

tugas :

a. menyusun rencana dan program kegiatan Bidang Keluarga Sejahtera dan
Pemberdayaan Keluarga berdasarkan peraturan perundang-undangan dan
hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan
tugas;

b. menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian permasalahan dan
peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan
efisien;

c. membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan kompetensinya serta
memberikan arahan baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran
pelaksanaan tugas;

d. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik vertikal
maupun horizontal untuk mendapatkan informasi, masukan serta dalam
rangka sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;

e. menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai lingkup
tugasnya sebagai bahan atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan;

f. menyiapkan konsep kebijakan Kepala Dinas dan naskah dinas yang berkaitan
dengan kegiatan advokasi, penggerakan, informasi, pendayagunaan penyuluh
KB (PKB/PLKB) dan institusi masyarakat pedesaan, serta ketahanan,
kesejahteraan dan kualitas keluarga;

g menyusun strategi, pedoman serta petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan di

bidang keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga;
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h. mengoordinasikan dan melaksanakan identifikasi, analisa dan penyelesaian
masalah yang berkaitan dengan advokasi dan penggerakan, pendayagunaan
penyuluh KB (PKB/PLKB) dan Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP), serta
ketahanan, kesejahteraan dan kualitas keluarga;

1. mengoordinasikan dan melaksanakan pemberdayaan dan peningkatan peran
serta organisasi kemasyarakatan dan lembaga swadaya lainnya dalam
kegiatan advokasi dan penggerakan, pendayagunaan penyuluh KB
(PKB/PLKB) dan Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP), serta ketahanan,
kesejahteraan dan kualitas keluarga;

j. mengoordinasikan dan melaksanakan upaya terciptanya keterpaduan dan
sinkronisasi pelaksanaan program advokasi dan penggerakan, pendayagunaan
penyuluh KB (PKB/PLKB) dan Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP), serta
ketahanan, kesejahteraan dan kualitas keluarga;

k. mengoordinasikan dan melaksanakan upaya tercapainya peningkatan kualitas
keluarga sejahtera, pengembangan dan pembinaan melalui peningkatan
advokasi dan penggerakan, pendayagunaan penyuluh KB (PKB/PLKB) dan
Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP), serta ketahanan, kesejahteraan dan
kualitas keluarga,

. mengoordinasikan dan melaksanakan fasilitasi dan penguatan kelembagaan
dalam upaya mewujudkan keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga;

m, mengoordinasikan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan
kegiatan bidang keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga dengan cara
mengukur pencapaian program kerja yang telah disusun untuk bahan laporan

dan kebijakan tindak }anjut;
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n. mengevaluasi dan menilai prestasi kefja bawahan berdasarkan sasaran kerja
pegawai dan perilaku keria sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karir,
pemberian penghargaan dan sanksi;

0. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan sebagai wujud
akuntabiltas dan transparansi pelaksanaan kegiatan;,

p. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan baik lisan maupun
tertulis berdasarkan kajian agar pelaksanaan kegiatan berjalan lancar dan
optimal serta untuk menghindari penyimpangan; dan;

q. melaksanakan tugas kedinasan lain dari pimpinan sesuai dengan tugas dan

fungsi unit kerjanya.

1) Seksi Advokasi dan Penggerakan

Seksi Advokasi dan Penggerakan dipimpin oleh Kepala Seksi yang
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Keluarga

Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga,

Kepala Seksi Advokasi dan Penggerakan mempunyai tugas melaksanakan
sebagain tugas Kepala Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga
dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian,
pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan, fasilitasi, evaluasi dan

pelaporan kegiatan di bidang advokasi dan penggerakan.

Untuk melaksanakan tugas, Kepala Seksi Advokasi dan Penggerakan

mempunyai rincian tugas :
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a. menyusun rencana dan program kegiatan Seksi Advokasi dan Penggerakan
berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun
sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b. menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian permasalahan dan
peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan
efisien;

¢. membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan kompetensinya serta
memberikan arahan baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran
pelaksanaan tugas;

d. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik vertikal
maupun horizontal untuk mendapatkan informasi, masukan serta dalam
rangka sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;

e. menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai fingkup
tugasnya sebagai bahan atau pedoman untuk melaksanakan keglatan;

f. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan, dan
naskah dinas sesuai lingkup tugasnya guna mendukung kelancaran
pelaksanaan kegiatan;

g. menyiapkan bahan koordinasi, mediasi dan fasilitasi penggerakan lembaga
dan peran serta institusi masyarakat;

h. melaksanakan pelayanan advokasi, penggerakan media massa, informasi dan
kemitraan dengan lembaga terkait dalam mengembangkan penanganan
masalah TRIAD Kesehatan Reproduksi Remaja (seksualitas, Napza dan

HIV/AIDS)
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i. menyiapkan bahan dan melaksanaan pembinaan, pembimbingan, kebijakan
teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria pelaksanaan advokasi dan
penggerakan;

j. menyusun konsep dan melaksanakan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
dalam kegiatan advokasi dan penggerakan demi perbaikan kualitas pelayanan
publik;

k. melaksanakan bimbingan, pembinaan dan peningkatan peran serta
masyarakat dalam penggerakan dan informasi;

. menyiapkan bahan dan menyusun konsep Standar Operasional Prosedur
(SOP) kegiatan Seksi Advokasi dan Penggerakan demi perbaikan kualitas
pelayanan publik;

m. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi
Advokasi dan Penggerakan dengan cara mengukur pencapaian program kerja
yang telah disusun untuk bahan laporan dan kebijakan tindak lanjut;

n. mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja
pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karir,
pemberian penghargaan dan sanksi;

0. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan sebagai wujud
akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan kegiatan;

p. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan baik lisan maupun
tertulis berdasarkan kajian agar kegiatan berjalan lancar serta untuk
menghindari penyimpangan; dan

q. melaksanakan tugas kedinasan lain dari pimpinan sesuai dengan tugas dan

fungsi unit kerjanya.
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2) Seksi Pendayagunaan Petugas Lapangan Keluarga Berencana dan

Institusi Masyarakat Perdesaan

Seksi Pendayagunaan Petugas Lapangan Keluarga Berencana dan Institusi
Masyarakat Perdesaan dipimpin oleh kepala Seksi yang berkedudukan di bawah
dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Keluarga Sejahtera dan

Pemberdayaan Keluarga.

Kepala Seksi Pendayagunaan Petugas Lapangan Keluarga Berencana dan
Institusi Masyarakat Perdesaan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas
Kepala Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga dalam penyiapan
bahan perumusan kebijakan teknis, pengooordinasian, pembinaan, pengawasan,
pengendalian, pengelolaan, fasilitas, evaluasi, dan pelaporan kegiatan di bidang
Pendayagunaan Petugas Lapangan Keluarga Berencana dan Institusi Masyarakat

Perdesaan.

Uniuk melaksanakan tugas, Kepala Seksi Pendayagunaan Petugas Lapangan
Keluarga Berencana dan Institusi Masyarakat Perdesaan mempunyai rincian

tugas ;

a. menyusun rencana dan program kegiatan Seksi Pendayagunaan Petugas
Lapangan Keluarga Berencana dan Institusi Masyarakat Perdesaan
berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil evaiuasi kegiatan tahun

sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas,

b. menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian permasalahan dan
peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan
efisien;
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c. membagt tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan kompetensinya serta
memberikan arahan baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran

pelaksanaan tugas;

d. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik vertikal
maupun horizontal untuk mendapatkan informasi, masukan serta dalam

rangka sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;

e. menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai lingkup

tugasnya sebagai bahan atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan;

f. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan, dan
naskah dinas sesuai lingkup tugasnya guna mendukung kelancaran

pelaksanaan kegiatan;

g. melaksanakan bimbingan teknis dan fasilitasi Pendayagunaan Petugas
Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) dan Institusi Masyarakat Perdesaan
(IMP);

h. menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan, pembimbingan, kebijakan
teknis, norma, standar, prosedur dan kmnteria Pendayagunaan Petugas
Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) dan Institusi Masyarakat Perdesaan
(IMPY,

i. menyusun konsep dan melaksanakan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
dalam kegiatan Pendayagunaan Petugas Lapangan Keluarga Berencana

(PLKB) dan Institusi Masyarakat Perdesaan (IMP);
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j. menyiapkan bahan dan menyusun konsep Standar Operasional Prosedur
(SOP) kegiatan Seksi Pendayagunaan Petugas Lapangan Keluarga Berencana

dan Institusi Masyarakat Perdesaan demi perbaikan kualitas layanan publik;

k. melaksanakan pemantavan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi
Pendayagunaan Petugas Lapangan Keluarga Berencana dan Institusi
Masyarakat Perdesaan dengan cara mengukur pencapaian program kerja yang

telah disusun untuk bahan laporan dan kebijakan tindak lanjut;

. mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja
pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karir,

pemberian penghargaan dan sanksi;

m. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan sebagai wujud

akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan kegiatan,

n. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan baik lisan maupun
tertulis berdasarkan kajian agar kegiatan berjalan lancar serta untuk
menghindari penyimpangan; dan

0. melaksanakan tugas kedinasan lain dari pimpinan sesuai dengan tugas dan

fungsi unit kerjanya.

3) Seksi Ketahanan, Kesejahteraan dan Kualitas Keluarga

Seksi Ketahanan, Kesejahteraan dan Kualitas Keluarga dipimpin oleh
Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada

Kepala Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga.
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Kepala Seksi Ketahanan, Kesejahteraan dan Kualitas Keluarga mempunyai
tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Keluarga Sejahtera dan
Pemberdayaan Keluarga dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis,
pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan, fasilitasi,
evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang ketahanan, kesejahteraan dan kualitas

keluarga.

Untuk melaksanakan tugas, Kepala Seksi Ketahanan, Kesejahteraan dan

Kualitas Keluarga mempunyai rincina tugas :

a. menyusun rencana dan program kegiatan Seksi Ketahanan, Kesejahteraan dan
Kualitas Keluarga berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil

evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b. menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian permasalahan dan
peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan

efisien;

¢. membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan kompetensinya serta
memberikan arahan baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran

pelaksanaan tugas,

d. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik vertikal
maupun horizontal untuk mendapatkan informasi, masukan, serta dalam

rangka sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;

¢. menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai lingkup

tugasnya sebagai bahan atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan;
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f. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan dan
naskah dinas sesuai lingkup tugasnya guna mendukung kelancaran

pelaksanaan kegiatan;

g. melaksanakan pelembagaan institusi masyarakat dan peningkatan kualitas
sumber daya manusia berbasis ketahanan, kesejahteraan dan kualitas

keluarga;

h. melaksanakan penguatan kelembagaan dan pengembangan institusi melalui
kemitraan dengan lembaga terkait di bidang ketahanan, kesejahteraan dan

kualitas keluarga;

i. menyusun konsep dan melaksanakan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di
bidang ketahanan, kesejahteraan dan kualitas keluarga demi perbaikan

kualitas layanan publik;

J. melaksanakan upaya pemberian penguatan usaha eckonomi produktif,
pemagangan melalui usaha mikro untuk mencapai kemandirian dan

peningkatan kualitas keluarga;

k. menyiapkan bahan dan menyusun konsep Standar Operasional Prosedur
(SOP) di bidang ketahanan, kesejahteraan dan kualitas keluarga demi
perbaikan kualitas pelayanan publik;

. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan ketahanan,
kesejahteraan dan kualitas keluarga dengan cara mengukur pencapaian
program kerja yang telah disuusn untuk bahan laporan dan kebijakan tindak

lanjut;
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m. mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja
pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan dalma rangka peningkatan karir,

pemberian penghargaan dan sanksi;

n. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan sebagai wujud

akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan kegiatan;

0. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan baik lisan maupun
tertulis berdasarkan kajian agar kegiatan bepalan lancar serta untuk
menghindari penyimpangan; dan

p. melaksanakan tugas kedinasan lain dari pimpinan sesuai dengan tugas dan

fungsi unit kerjanya.

¢. Kelompok Jabatan Fungsional

a. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan
sesual dengan keahlian dan keterampilan yang dimiliki dalam rangka
menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas.

b. Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh tenaga fungsional senior yang
ditunjuk sebagai Ketua Kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala
Dinas.

c. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dan sejumlah pejabat fungsional yang
terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

d. Jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

e. Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan peraturan

perundang-undangan.
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f. Pembinaan terhadap pejabat fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan

perundang-undangan.

d. Tata Kerja

a. Kepala Dinas dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada peraturan
perundang-undangan

b. Dalam melaksanakan tugas setiap impinan unit organisasi dan kelompok
tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan
sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan
organisasi di lingkungan pemenntah daerah serta instansi lain di luar
pemenintah daerah sesuai dengan tugas masing-masing.

¢. Setiap pimpinan unit organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing
dan bila tegadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang
diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

d. Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan
mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan
serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya,

e. Setiap pimpinan unit organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan
bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan
berkala tepat pada waktunya.

f. Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unti organisasi dari bawahannya
wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih

lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
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g. Dalam menyampaikan laporan masing-maisng kepada atasan, tembusan
laporan wajib disampaikan kepada stauan organisasi lain yang secara
fungsional mempunyai hubungan kerja.

h. Dalam melaksanakan pengendalian kegiatan, setiap pimpinan unit organisasi

beserta bawahannya wajib mengadakan rapat berkala.

e. Struktur Organisasi
Susunan Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kendal dapat

dilihat pada bagan berikut ini :

Gambar 4.1
Susunan Organisasi DP2KBP2PA Kab. Kendal
KEPALA DINAS
i SEKRETARIAT
KELDMPOK T - [
JABATAN FUNGSIDNAL [‘" T e R "'I
Subbagian SubbagianUmum
ferencanaan dan dan Xepegawaian
Keudngan
Bidang Pengendalan Bidang Keluarga Bidang Pemberdayaan
Penduduk dan Keluarga Sejohteradan Perempuan dan
Bercncana Pemberdayaan Keluarga Perdindungan anak
N R | |
VR —
Scksl Jaminan ber- Scksi Advokasi dan % Seksi Pengarusutamaan
Keluarga Berencnz A Pergorakan ! ™} Gender dan Pemenubhan
i Hak 4nak
] S cksi Fond Scksi Peningkatan
H Seksi Pembinaan i Pell! l:‘:ﬂ ;vdx:zn‘:!an | | Kualitas Hidup
5 u
Kesertaan ber-Keluarga ﬁ" -'9 By parempuan
Berencana Insliusi Masyar akal
Seksi Pengendalian Scksl Ketaharan Seksi ¥etahanan
Penduduk dan Kesejahteraan dan Kescjahiberaan dan
] inforrmast Kefuarga h Kualitas Xcluarga . Kualitas Keluargs

| UPyD |

Sumber: DP2KBP2PA Kabupaten Kendal: 2017
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2. Penyuluh Keluarga Berencana DP2KBP2PA Kabupaten Kendal

Penyuluh Keluarga Berencana dalam struktur organisasi DP2KBP2PA
Kabupaten Kendal masuk dalam Kelompok Jabatan Fungsional. Tugas pokok dan
fungsi Penyuluh Keluarga Berencana tidak dijelaskan secara rinci, namun rincian
kegiatan kegiatan Penyuluh Keluarga Berencana diatur dalam Keputusan Mentert
Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor: KEP/120/M.PAN/9/2004 tentang
Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana dan Angka Kreditnya,

disebutkan sebagai benkut:

a. Kegiatan PKB terampil sesuai dengan jenjang jabatan adalah sebagai berikut:

1) PKB Pelaksana Pemula:

a) Melakukan pendataan KB

b) Melakukan pengisian form pendataan [nstitusi masyarakat
Pedesaan/Perkotaan

¢) Membuat peta pendataan Institusi Masyarakat Pedesaan/Perkotaan (IMP) dan
organisasi Non Pemerintah tingkat desa/Kelurahan

d) Membuat penomoran IMP

e) Melakukan komunikasi Informasi Edukasi (KIE) KB kepada masyarakat
secara perorangan

f) Melakukan fasilitasi kepada kader

g) Menyalurkan alat kontrasepsi ke tingkat desa/Kelurahan

h} Mengumpulkan data pelayanan KB di Klinik

i) Menyiapkan sarana dan prasarana pelayanan dalam kegiatan KB
keliling/Posyandu

j) Menyusun laporan pelayanan terpadu (Bina Keluarga, UPPKS)
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PKB Pelaksana;

Menyusun rencana pendataan dan pemetaan wilayah kerja tingkat
Desa/Kelurahan

Melaksanaan pendataan KB dengan mengolah data wilayah Desa/Kelurahan
Menyiapkan pendataan IMP dan ORNOP dengan membuat rencana kerja
Membuat peta pendataan IMP dan ORNOP tingkat kecamatan

Menyusun rencana operasional bulanan KB tingkat Desa/Kelurahan
Mengembangkan media KIE KB dalam bentuk spanduk atau umbul-umbul
Menjadi tim lomba KB Nasional, tingkat Desa/Kelurahan

Menjaga stand dalam setiap pameran KB Nasional

Melakukan fasilitasi kepada kelompok KB/KS

Menjadi peserta mini lokakarya

Menyalurkan aiat kontrasepsi ke tingkat Kecamatan

Mendapatkan akseptor/peserta asuransi KB

m) Membuat laporan hasil pelayanan KB Keliling/Posyandu

n)

0)

3

b)

Melakukan rujukan medis ke tempat pelayanan kesehatan
Melakukan pelayanan terpadu dan pendampingan kegiatan terpadu (Bina

keluarga, UPPKS)

PKB Pelaksana Lanjutan:
Menyusun rencana pendataan dan pemetaan wilayah kerja tingkat kecamatan
Melaksanakan pendataan KB dengan menyajikan hasil pengolahan data

Desa/Kelurahan
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¢) Membuat laporan pendataan di wilayah kerja

d) Melakukan sosialisasi hasil pendataan tindkat desa/kelurahan

e) Melakukan persiapan pendataan IMP dan ORNOP dalam membuat rencana
kerja tingkat kecamatan

f) Memberikan pembekalan kepada kader, masyarakat, tokoh formal/informal
tingkat desa/kelurahan

g) Melakukan pendekatan kepada IMP dan ORNOP tingkat desa/K.elurahan

h) Menyusun rencana operasional bulanan KB tingkat kecamatan

1) Mengembangkan media KIE KB Nasional dalam bentuk transparan

J) Mengembangkan media KIE KB nasional dalam bentuk media sederhana

k) Melakukan KIE KB nasional kepada masyarakat secara berkelompok

1) Menyiapkan sarana KIE dengan mobil penerangan (mupen) KB

m) Menjadi tim lomba KB Nasional tingkat kecamatan

n) Melakukan fasilitasi kepada Sub PPKBD

0) Melakukan fasilitasi kemitraan instansi pemerintah dan non pemerintah
tingkat desa/kelurahan

p) Menyusun materi rakor/raker KB tingkat desa/kelurahan

q) Menjadi penyaji dalam mini lokakarya

1) Memberikan pembekalan dan informasi kepada kader

s) Menyiapkan sarana dan prasarana pelayanan KB kepada kader

t) Membimbing kegiatan pendewasaan usia perkawinan

4) PKB Penyelia

a) Membuat peta wilayah kerja hasil pendataan
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b) Melakukan sosialisasi hasil pendataan tingkat kecamatan

¢) Memberikan pembekalan kepada kader, masyarakat, tokoh formal/informal
tingkat kecamatan

d) Melakukan pendekatan kepada IMP dan ORNOP tingkat kecamatan

e} Mengembangkan media KIE KB Nasional dalam bentuk poster

f) Mengembangkan media KIE KB Nastonal dalam bentuk leaflet atau biliboard

g) Mengembangkan media KIE KB Nasional dalam bentuk media tradistonal di
pedesaan

h) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan advokasi dan KIE KB tingkat kecamatan

i) Menjadi tim penilai lomba KB nasional tingkat kecamatan

1) Melakukan fasilitasi kemitraan instansi pemerintah dan non pemerintah
tingkat kecamatan

k} Menyusun materi rakor/raker KB tingkat kecamatan

1) Memfasilitasi terlaksananya pelayanan KB oleh LSM

m) Memberikan pembekalan dan informasi kepada masyarakat/tokoh formal

n) Mengidentifikasi sasaran, menganalisis dan menyusun rencana kebutuhan alat
kontrasepsi di desa’kelurahan

0) Mengidentifikasi dan menyeleksi calon penerima bantuan pelayanan terpadu
dr desa/kelurahan

p) Melakukan pelayanan KB pada momentum strategis

q) Memberikan orientasi keterampilan kader IMP/POKTAN

b. Kegiatan PKB Ahli sesuai dengan jenjang jabatan, adalah sebagal berikut:

1} PKB Pertama
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a) Menyusun rencana pendataan dan pemetaan wilayah kerja tingkat
kabupaten/Kota

b) Melaksanakan pendataan KB dengan mengolah data wilayah kecamatan dan
kabupaten/kota

¢) Melaksanakan pendataan KB dengan verifikasi/validasi data

d)} Menyiapkan pendataan IMP dan ORNOP dengan membuat rencana kerja
tingkat Kabupeten/Kota

€} Membuat peta pendataan IMP dan ORNOP tingkat Kabupaten/Kota

f) Menyiapkan instrumen pendataan KB dengan menguji coba instrument

g) Mengevaluasi pencapaian KB tingkat desa/kelurahan

h) Menyusun isi pesan KB Nasional untuk bahan advokasi/bahan KIE tingkat
kecamatan

1} Menyusun rencana operasional bulanan KB tingkat kabupaten/kota

j) Mengembangkan media KIE Kb Nasional dalam bentuk banner

k) Melakukan KIE dengan mobil penerangan (MUPEN) KB

1) Melakukan uji coba mateni dan media advokasi KIE KB Nasional

m) Mendesain pameran KB nasional di tingkat kecamatan

n} Melakukan fasilitasi kepada PPKBD

0) Menjadi peserta pada rakor/raker KB Nasional tingkat propinsi

p) Mengidentifikasi sasaran, menganalisis dan menyusun rencana kebutuhan alat
kontrasepsi tingkat kecamatan

q) Mengidentifikasi dan menyeleksi calon penerima bantuan pelayanan terpadu

di tingkat kabupaten/kota
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r) Melakukan pengembangan wawasan pelayanan terpadu (bina keluarga,
UPPKS)

s) Melakukan prakonseling KB

t) Memantau dan mengevaluasi pelayanan KB tingkat kabupaten/kota

u) Melakukan uji coba pengembangan model teknis penyuluhan KB Nasional

dan pelayanan KB

2) PKB Muda

a) Melaksanakan pendataan KB dengan menginterpretasi dan analisis data

b) Memberikan pembekalan kepada kader, masyarakat, tokoh formal/informal
tingkat kabupaten/kota

¢) Menyiapkan instrumen pendataan KB dengan merancang instrument

d) Mengevaluast pencapaian KB tingkat kecamatan

€) Menyusun isi pesan Kb nasional untuk bahan advokasi/bahan KIE tingkat
kabupaten/kota

f) Mengembangkan media KIE KB nasional dalam bentuk asesoris

g) Melakukan KIE KB melalui surat kabar/majalah atau radio

h) Melakukan penyuluhan massa tentang KB Nasional

1) Melakukan pendekatan kepada ORNOP tingkat kabupaten/kota

j) Memnjadi tim penilai lomba KB nasional tingkat kabupaten/kota

k) Menyiapkan materi pameran KB Nasional

1) Melakukan fasilitasi kepada POKTAN

m) Melakukan fasilitasi kemitraan instansi pemerintah dan non pemerintah

tingkat kabpaten/kota
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n) Menyusun materi rakor/raker KB nasional tingkat nasional

0) Menjadi peserta pada rakor/raker KB nasional tingkat nasional

p) Membentuk institusi masyarakat pedesaan/POKTAN

q) Mengidentifikasi sasaran, menganalisis dan menyusun rencana kebutuhan alat
kontrasepsi tingkat kabupaten/kota

r} Melakukan konseling KB

s) Membuat umpan balik hasil analisis pelayanan KB tingkat kabupaten/kota

t) Mengembangkan model KB Nasional

3) PKB Madya

a) Melaksanakan pendataan KB nasional dengan penyajian hasi analisis data
kecamatan dan kabupaten/kota

b} Menyiapkan instrumen pendataan KB

c) Mengevaluasi pencapaian KB tingkat kabupaten/kota

d) Menegmbangkan media KIE KB nasional dalam bentuk video, lagu,
sandiwara, audio, CD dan film

¢) Melakukan KIE KB melalui televisi

f) Memberikan advokasi kepada tokoh formal dan informal tingkat
kabupaten/kota

g) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan advokasi dan KIE KB nasional tingkat
kabupaten/kota

h) Mendesain jenis lomba KB nasional tingkat kabupaten/kota

i) Mengembangkan model teknis penyuluhan KB nasional dan pelayanan KB

1) Mengevaluasi pengembangan model KB nasional
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Pada tahun 2017 jumlah Penyuluh KB di DP2KBP2PA berjumlah 51

orang dengan rincian sebagat berikut:

Tabel 4.1
Tabel Jumiah PKB Per Kecamatan

No | Kecamatan Jumlah Desa / Jumlah PKB
Kelurahan
1 Plantungan 12 2|
2 Sukorgjo 18 2
3 Pageruyung 14 2
4 Patean 14 2
5 Singorojo 13 4
6 Limbangan 16 3
7 Boja 18 3
8 Kaliwungu 9 2
9 | Kaliwungu Selatan 8 2
10 | Brangsong 12 3
11 | Pegandon 12 3
12 | Ngampel 12 3
13 | Gemuh 16 2
14 | Ringinarum 12 3
15 | Weleri 16 2
16 | Rowosari 16 !
17 [ Kangkung 15 3
18 i Cepining 15 3
19 | Patebon 18 3
20 | Kota Kendal 20 3
Jumlah 286 51

Sumber : DP2ZKBP2PA Kab. Kendal: 2017

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa jumlah rata desa per Penyuluh
KB adalah 1:5,6. Artinya tiap satu orang PKB rata-rata mengelola 5,6 desa yang

menjadi wilayah kerjanya, lebih banyak dari jumlah ideal 2 desa per 1 PKB.
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Semua Penyuluh KB Kabupaten Kendal adalah Pejabat Fungsional Terlentu yang

telah mendapatkan Pelatihan Dasar Umum maupun pelatihan tambahan lainnya.

Kualitas Penyuluh KB di Kabupaten Kendal sudah bagus. Semua PKB

adalah Pejabat Fungsional Tertentu yang telah mendapatkan Pelatihan Dasar

Umum dan pelatihan-pelatiban teknis lainnya. Sebagian besar Penyuluh KB

adalah PKB Ahli dengan golongan IV/a dan berpendidikan Si, seperti yang

tampak pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.2
Karakteristik Penyuluh KB Kabupaten Kendal
[ Keterangan Jumlah
i .| Laki-laki 27
Jenis Kelamin
Perempuan 24
PKB Terampil 19
jabatan PKB Ahli 33
Il/c 1
I11/b 12
Golongan llle 6
11/d 7
IV/a 22
IV/b 3
SMA 15
Pendidikan D3 3
S1 33

Sumber: DP2KBP2PA Kabupaten Kendal: 2017

3. Karakteristik Informan

Informan yang menjadi subyek dalam penelitian ini adalah individu yang

memiliki peran dalam implementasi kebijakan penyuluhan Keluarga Berencana di

Kabupaten Kendal. Informan tersebut memiliki peran masing-masing dalam

proses implementasi kebijakan penyuluhan Keluarga Berencana, baik sebagai

pengelola kebijakan, pelaksana kebijakan atau penerima kebijakan.
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Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kendal adalah informan yang
memiliki kewenangan dan tanggung jawab dalam pelaksanaan kebijakan
penyuluhan Keluarga Berencana di Kabupaten Kendal. Kepala Bidang Keluarga
Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga DP2KBP2PA Kabupaten Kendal menjadi
informan berkaitan dengan wewenangnya yang membawahi Seksi Pendayagunaan
Petugas Lapangan KB dan Institusi Masyarakat. Penyuluh Keluarga Berencana
Kabupaten Kendal sebagai informan utama dipilih secara purposive dengan
memperhatikan wilayah binaan mereka. Terdapat vanasi wilayah binaan yaitu
wilayah pedesaan dan perkotaan yang memiliki karakteristik masyarakat yang
berbeda. Informan dari masyarakat penerima kebijakan penyuluhan Keluarga
Berencana diambil dengan cara yang sama dengan informan Penyuluh KB, yaitu
purposive dengan memperhatikan wilayah tempat tinggal mercka, apakah di
pedesaan atau di perkotaan. Informan dianggap cukup ketika tidak ada variasi

informasi dan hasil wawancara.

B. Deskripsi Hasil Penelitian

Tujuan penelitian Efektivitas Implementasi Kebijakan Penyuluhan
Keluarga Berencana adalah untuk meneliti efektivitas implementast kebijakan
penyuluhan Keluarga Berencana di Kabupaten Kendal, serta menganalisis faktor-
faktor yang mempengaruhi efektivitas implementasi kebijakan penyuluhan

Keluarga Berencana di Kabupaten Kendal.
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DP2KBP2PA Kabupaten Kendal adalah Organisasi Pemerintah Daerah
yang melaksanakan amanat Undang-undang nomor 52 tahun 2009 tentang
Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keiuarga di wilayah Kabupaten
Kendal. Bagian ini mendesknpsikan faktor-faktor yang menunjukkan efektivitas
kebijakan penyuluhan di DP2KBP2PA Kabupaten Kendal, Selanjutnya adalah
deskripsi proses implementasi kebijakan penyuluhan Keluarga Berencana di
Kabupaten Kendal berdasarkan hasil wawancara dengan informan, mengacu pada

faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan.

1. Efektivitas Kebijakan Penyuluhan Kcluarga Berencana

Efektivitas kebijakan penyuluhan Keluarga Berencana di DP2KBP2PA
dianalisis menggunakan perspektif sistem seperti yang disampaikan oleh Sutarto

(2000:335) terdapat tiga indikator, yaitu (1) input, (2) troughput, dan (3) output.

a, Input (masukan)

Input sebagai indikator efektivitas adalah sumber daya yang digunakan
dalam kegiatan organisasi. Sumber daya tersebut meliputi sumber daya manusia,
dana, sarana dan prasarana. Sumber daya manusia dalam kegiatan penyuluhan
Keluarga Berencana adalah Penyuluh Keluarga Berencana. Sumber daya manusia
yang menjadi pendukung dalam kegiatan penyuluhan antara lain pegawai
struktural di tingkat kabupaten dan kecamatan, Petugas Pembantu Keluarga
Berencana Desa (PPKBD), SubPPKBD, Dokter Puskesmas, Bidan Desa, tokoh

masyarakat dan tokoh agama di tingkat kecamatan dan desa.

Jumlah Penyuluh Keluarga Berencana di DP2KBP2PA Kabupaten Kendal

belum memenuhi kondisi ideal komposisi antara jumlah Penyuluh KB dengan
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jumlah desa. Penyuluh KB di Kendal berjumlah 51 orang dengan jumlah desa
secbagai wilayah kerja ada 268, sementara komposisi ideal adalah satu orang

Penyuluh KB mempunyai 2 desa sebagai wilayah kerja.

Dana pelaksanaan penyuluhan Keluarga Berencana berasal dari Anggaran
Daerah Kabupaten dan Dana Alokasi Khusus dan BKKBN. Dana tersebut
diwujudkan dalam bentuk operasional kegiatan maupun sarana prasarana kegiatan
seperti gedung tempat pertemuan, alat transportasi Penyuluh KB, ataupun alat
bantu peraga penyuluhan. Selain sarana prasarana yang berhubungan langsung
dengan kegiatan penyuluhan, anggaran yang tersedia juga digunakan untuk
memenuhi kebutuhan alat dan metode kontrasepsi yang dibutubkan akseptor KB
karena tujuan akhir penyuluhan adalah Pasangan Usia Subur menjadi Peserta KB

Aktif.

b. Throughput (proses)

Throughput merupakan proses pengolahan masukan menjadi keluaran.
Penelitian im1 meiihar kegiatan penyuluhan oleh Penyuluh KB sebagai proses atau
throughput. Kegiatan penyuluhan yang dilakukan Penyuluh KB dilaksanakan
dengan penyampaian materi yang sesuai dengan prosedur atau aturan yang telah
ditetapkan. Hambatan yang ada yaitu jumlah Penyuluh KB yang kurang
memenuhi jumlah ideal sehingga frekuensi penyuluhan tidak maksimal. Kondisi
tersebut diatasi dengan memberdayakan PPKBD dan SubPPKBD maupun bekerja
sama dengan Bidan Desa untuk melakukan penyuluhan kepada masyarakat.

PPKBD, SubPPKBD dan Bidan Desa diberikan maten atau bahan dan alat
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penyuluhan sehingga kebutuhan masyarakat terhadap informasi tentang Keluarga

Berencana dapat terlayani.

¢. Qutput (keluaran)

Keluaran adalah hasil yang diperoleh dan kegiatan organisasi. Menurut
Keputusan Menter1 Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (MENEG PAN)
No. KEP/120/M.PAN/2004 Tanggal 2 September 2004 tentang Jabatan
Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana dan Angka Kreditnya, penyuluhan
Keluarga Berencana Nasional yang selanjutnya disebut Penyuluhan KB
Nasional, adalah kegiatan penyampaian informasi dalam rangka meningkatkan
pengetahuan, sikap dan perilaku keluarga dan masyarakat untuk mewujudkan
keluarga berkualitas.

Keluaran yang diharapkan dan kegiatan penyuluhan Keluarga Berencana
yang dapat diukur adalah jumiah Pasangan Usia Subur menjadi Peserta KB
Aktif. Peserta KB Aktif di Kabupaten Kendal sebesar 65,04% pada tahun
2015 (BKKBN: 2016), sesuai dengan target nasional Peserta KB Aktif
(Conrracepiive Prevelancy Rate/ (CPR) tahun 2015 sebesar 65% (Kemenkes
RI: 2013). Pencapaian Peserta KB Aktif yang sesuai dengan target nasional
tersebut, tidak diikuti dengan unmet need (PUS ingin KB yang tidak terlayani)
yang masih tinggt. Unmet need di Kabupaten Kendal mencapar 24,98%
(BKKBN: 2016), lebih tinggi daripada target nasional pada tahun 2015
sebesar 5% (Kemenkes RI; 2013).

Melthat definisi Penyuluhan KB Nasional yang bertujuan meningkatkan
pengetahuan, sikap dan perilaku keluarga dan masyarakat untuk mewujudkan

keluarga berkualitas, tingkat kepesertaan KB saja belum menunjukkan
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bagaimana pengetahuan, sikap dan penilaku masyarakat terhadap program KB.
Perilaku dukungan masyarakat terhadap Program KB dimulai dari
pengetahuan dan sikap yang positif terhadap Program KB, termasuk di
dalamnya adalah pemahaman tentang isu-isu kependudukan. Pemakaian alat
dan metode kontrasepsi bisa saja berasal dan motivasi selain pemahaman
mengenai isu kependudukan dan tujuan mewujudkan keluarga berkualitas.
Organisasi perlu membuat alat ukur hasil penyuluhan KB sesuai dengan
tujuan penyuluhan sehingga dapat dilihat bahwa perolehan kepesertaan KB

memang hasil dan penyuluhan yang dilaksanakan oleh Penyuluh KB.

2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kehijakan Penyuluhan

Keluarga Berencana

Efektivitas penyuluhan Keluarga Berencana yang telah disampatkan di
atas kemudian dibahas dalam faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan
penyuluhan tersebut, yaitu komunikasi, sumber daya, disposist, struktur birokrasi

dan lingkungan.

a. Komunikasi

Komunikasi merupakan proses penyampaian pesan, jadi pesan harus
disampaikan secara utuh agar dapat dipahami. Meskipun komunikasi kebijakan
cenderung berjalan satu arah dan pembuat kebijakan kepada pelaksana kebijakan,
sejatinya ia adalah sebuah proses yang rumit. Komunikasi kebijakan dilakukan
secara langsung (lisan) melalui sosialisasi maupun melalui media, misalnya secara

tertulis melalui surat menyurat.
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Program Keluarga Berencana yang sudah dicanangkan sejak era Orde
Baru telah membentuk suatu sistem komunikasi kebijakan. Meskipun ada
perubahan sistem pemerintahan dari sentralisasi menjadi otonomi daerah,
Pemerintah Pusat masih memiliki peranan penting terhadap program Keluarga
Berencana., sebagaimana yang disampaikan informan Kepala Dinas DP2KBP2PA

Kabupaten Kendal:

“Sangat berkaitan, karena misi Pemkab Kendal diantaranya adalah pengendalian
penduduk, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Sesuai dengan visi
misi BKKBN dalam rangka mewujudksn kependudukan tumbuh seimbang dan
keluarga berkualitas. Intinya ada keterkaitannya” WM dengan informan Kepala
Dinas, 23 Mei 2017.

DP2KBP2PA selain mengemban visi misi dan program BKKBN, juga
mengelola program dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak di tingkat daerah. Hal tersebut diungkapkan oleh informan
Kepala Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga (KSPK)

DP2KBP2PA Kabupaten Kendal:

“Kalau untuk visi mist DP2KBP2PA mirip dengan visi yang ada di BKKBN
namun berkaitan juga dengan kementerian PPPA, Diantaranya yaitu menjadi
lembaga yang handal dan dipercaya dalam mewujudkan penduduk tumbuh
seimbang dan keluarga yang berkualitas termasuk perlindungan perempuan dan
perlindungan anak”. WM dengan informan Kepala Bidang, 19 Met 2017.

Berdasarkan dua kutipan wawancara di atas, diketahui bahwa misi
Pemerintah Kabupaten Kendal merupakan kebijakan turunan dari misi BKKBN
sebagai pengelola Program KB tingkat nasional. Misi Pemerintah Kabupaten
Kendal yang ketiga adalah pengendalian penduduk, pemberdayaan perempuan

dan perlindungan anak. Misi tersebut -- khususnya pengendalian penduduk —

83

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43272.pdf

adalah kebijakan turunan atau derivative dari visi BKKBN untuk mewujudkan

penduduk tumbuh seimbang dan keluarga berkuaitas

Visi, misi dan program yang ada di DP2KBP2PA dikomunikasikan dan
disosialisasikan kepada Penyuluh KB sebagai pelaksana kebijakan, terlebih pada
dengan baru saja bergantinya nomenklatur pengelola KB di tingkat daerah dari
Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana menjadi Dinas
Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak pada awal tahun 2017 Perubahan tersebut kemudian
disosialisasikan kepada seluruh stakeholders termasuk Penyuluh KB. Berikut

petikan wawancara dengan Kepala Dinas:

“Kebetulan di awal tahun ini terdapat perubahan OPD dengan nomenklatur baru
dari sebelumnya Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
memyadi Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak, jadi saat ini kami sering sosialisasikan
kepada seluruh stakeholder termasuk PLKB tentang tupoksi kami saat ini.” WM
dengan Kepala Dinas, 23 Mei 2017,

Berdasarkan kutipan wawancara di atas, kegiatan komunikasi dan
sosialisasi visi misi dan bentuk organisasi yang baru sudah dilaksanakan, namun
sosialisasi OPD baru ini ternyata belum sepenuhnya diterima dengan jelas oleh
Penyuluh KB. Sejumlah Penyuluh KB tidak menyadari adanya perubahan visi
misi organisasi tempat mereka bernaung. Dapat diihat pada kotak wawancara

dengan Penyuluh KB di bawah ini:

"Untuk DP2KBP2PA karena dinas atau OPD ini baru nggih, awal tahun ini,
secara detil nggrh kita belum dapat selaku petugas lapangan. Tapi dahulu
sebelum menjadi DP2KBP2PA ada beberapa visi dan misi dari BPPKB”

WM dengan informan PKB 1, tanggal 17 Mei 2017
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“Kalau yang terbaru ini, ndak tahu ya, soalnya yang terbaru ini belum pernah
menyampaikan visi dan misinya... belum pernah ada sosialisasi yang terbaru”
WM dengan informan PKB 3, tanggal 23 Mei 2017

“kalau ada perubahan OPD sih harusnya ada visi misi baru ya, tapi seingat saya
kok belumn ada sosialisasi”
WM dengan informan PKB 5, tanggal 25 Mei 2017

Selain proses komunikasi kebijakan dan pemerintah daerah kepada
Penyuluh KB, komunikasi kebijakan juga dilaksanakan pemerintah pusat melalui
Perwakilan BKKBN Provinsi kepada Penyuluh KB yang dilaksanakan dalam
beberapa kegiatan pelatihan di Balai Latihan Pengembangan atau Balai
Pendidikan dan Latihan BKKBN. Hal tersebut disampaikan pada petikan

wawancara dengan PKB 1 berikut:

"Disampaikan saat kita mendapatkan pelatihan, biasanya selalu disampaikan di
propinsi. Ada materi khusus untuk menyampaikan visi misi dari BKKBN
Propinsi.” WM dengan informan PKB 1, tanggal 17 Mei 2017.

Meskipun menyatakan mengetahui visi misi BKKBN, tetapi sejumlah
informan mengalami kerancuan antara visi misi yang baru dengan yang lama,

sepert! yang tergambar pada petikan wawancara dengan informan PKB 4 berikut:

“Tahu, yang mewujudkan penduduk tumbuh seimbang... ek tapi itu yang 2015
ya... hehe. .. Saya agak lupa, tapi masih mirip seperti itu, mewujudkan penduduk
tumbuh setmbang.” WM dengan informan PKB 4, 25 Mei 2017

b. Sumber Daya

Penyuluh KB di Kabupaten Kendal pada awal tahun 2017 berjumiah 53
orang dan akan ada 5 orang yang memasuki usia pensiun sampai akhir tahun.

Penambahan tenaga Penyuluh KB melalui penerimaan CPNS terakhir
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dilaksanakan di tahun 2011 dengan merekrut 3 orang Penyuluh KB. Kondisi ini
dirasa memberatkan bagi sebagian Penyuluh KB karena jumlah personel semakin
berkurang dengan wilayah kerja yang tetap sehingga beban kerja setiap PKB
semakin besar. Berikut petikan wawancara dengan informan PKB | mengenai

pendapatnya tentang jumlah PKB saat ini:

“Kalau untuk di tingkat kecamatan, karena sekarang jumlah PKB, rata-rata
untuk daerah atas satu kecamatan hanya dua orang, desanya 14. Jadi satu
PKB tu membawahi tujuh desa, jadi dengan adanya dua personel di tingkat
kecamatan yaa.. mau tidak mau dianggap cukup.” WM dengan informan
PKB 1, 17 Mei 2017,

Saat ini rata-rata seorang PKB mengelola 5,6 desa sebagai wilayah binaan,
bahkan ada satu PKB membawahi 16 desa (! kecamatan). Kepala Dinas
DP2KBP2PA Kabupaten Kendal selaku penanggung jawab pengelolaan PKB

menyadari hal tersebut sebagaimana disampaikan berikut ini:

“...Hanya saja jumlah personel yang ada masih kurang, karena adanya PKB yang
pensiun dan tidak ada penambahan tenaga PKB sechingga saat ini di tiap
kecamatan rata-rata hanya terdapat dua PKB.., Karena jumlah desa kita ada 286,
sementara PKB hanya ada 53” WM dengan informan Kepala Dinas, 23 Mei
2017.

Penyuluh KB adalah pejabat fungsional tertentu yang melaksanakan
kegiatan penyuluhan dan penggerakan Program Keluarga Berencana. Namun
keterbatasan personel yang ada membuat PKB juga melaksanakan tugas-tugas
administratif di tengah beban kera fungsional yang juga bertambah, seperti yang

disampaikan oleh informan berikut ini:

“...Adakalanya kegiatan-kegiatan yang bukan tugas pokok bagi PKB, kemudian
berbenturan dengan kegiatan-kegiatan admisnistratif sepertt halnya pembuatan
SPJ dan lain sebagainya... Pada dasarnya kegiatan-kegiatan PKB yang ada di
desa itu masih bisa diatur waktunya, masih bisa dimanajemen waktunya, Hanya
saja ketika berbenturan dengan kegiatan yang lain, mengingat banyaknya
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kegiatan-kegiatan bersamaan, menimbulkan banyak kegiatan pokok PKB yang
agak terbengkalai.” WM dengan informan PKB 2. 17 Mei 2017.

Penyuluh KB dalam melaksanakan kegiatan penyuluhan membutuhkan
materi atau bahan penyuluhan sebagai alat bantu penyampaian pesan. Materi
tersebut berupa buku-buku, booklet, leaflet, poster, lembar balik dan sebagainya.
DP2KBP2PA menyediakan materi penyuluhan untuk digunakan PKB dalam
kegiatan penyuluhan. Berikut petikan wawancara dengan informan Kepala Dinas

dan informan Kepala Bidang:

“Materi penyuluhan selama i1 sudah dipenuh: dengan pemberian buku, leaflet,
poster dan sebagainya baik dari BKKBN maupun dari pengadaan di tingkat
kabupaten.” WM dengan informan Kepala Dinas. 23Mei 2017.

“Kalan untuk materi penyuluhan baik itu dan sisi apapun memang kita sudah
menyiapkan, termasuk leaflet, pamflet, terus semua bahan it ada.” WM dengan
informan Kepala Bidang. 19 Met 2017,

Setiap Penyuluh KB dalam melaksanakan tugasnya dilengkapi dengan
sepeda motor sebapai alat transportasi, PKB/PLKB Kit berupa perlengkapan
penunjang seperti sepatu, sepatu boot, jas hujan, senter, rompi, tape recorder,
buku agenda dan lain-lain. Sedangkan untuk kegiatan penyuluhan disediakan KIE
Kit, yaitu seperangkat alat penyuluhan berupa lembar balik, alat peraga anatomt
reproduksi, contoh alat kontrasepsi dan sebagainya. Peralatan elektronik seperti
komputer /aptop dan porrable sound amplifier tersedia satu unit untuk setiap

kecamatan vang dapat digunakan sebagai sarana penyuluhan.

Sebagai aparatur di tingkat lapangan atau street level bureaucrat,
Penyuluh KB dalam melaksanakan tugasnya menghadapi bermacam-macam
situasi dan karakteristik kelompok penerima kebijakan. Untuk itu diperlukan

penyesuaian “kemasan” atau model komunikasi dalam penyampaian agar pesan
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yang dimaksud dapat ditenma dengan baik oleh masyarakat. Penyuluh KB
dibenikan kewenangan untuk melakukan perubahan yang diperlukan schingga isi
pesan dapat diterima oleh kelompok sasaran, sebagaimana disampaikan oleh

informan Kepala Dinas:

“PKB diberikan kewenangan untuk melakukan modifikasi terhadap kemasan

pesan selama materi itu masih sesuai dengan isi pesan yang telah ditetapkan.

PKB perlu menyesuaikan cara penyampaian pesan baik media maupun bahasa

dengan kelompok sasaran sehingga isi pesan dapat diterima dengan baik.” WM

dengan informan Kepala Dinas, 23 Mei 2017

Hal tersebut juga diungkapkan oleh Penyuluh KB bahwa mereka diberi
kewenangan dan melakukan beberapa perubahan yang diperlukan agar isi pesan dapat
diterima dengan baik dalam kegiatan penyuluhan, seperti yang terlihat dalam kotak

wawancara berikut:

“Untuk cara kita menyampaikan kepada masyarakat ada kebebasannya karena
masing-masing wilayah dalam memberikan informasi kan berbeda-beda,
sehingga dalam satu kecamatan pun antara desa A dengan desa B berbeda-beda
cara kita menyampaikan informasi-infonmasi tentang program KB” WM dengan
informan PKB 1, 17 Mei 2017.

“Kami diberikan kewenangan untuk melakukan perubahan sesuai dengan
kebutuhan untuk menyampaikan pesan karena masyarakat berbeda-beda
tipikalnya. Karena kadang-kadang kita masuk ke jenis, fipika! masyarakat yang
im berbeda dengan tipika! masyarakat yang lain, sehingga butuh improvisasi
dengan cara menyampaikannya” WM dengan informan PKB 2, 17 Mei 2017.

“Kalau untuk menyampaikan pesan kepada masyarakat, itu kan tergantung
situasi kondisi masyarakat masing-masing mas, jadi antara desa yang satu sama
desa yang lain ngpak bisa disamakan. Karena warga masyarakat kan beda-beda
cara menangkap materi yang kita sampaikan kan juga beda-beda.” WM dengan
informan PKB 3, 23 Mei 2017.
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c. Disposisi

Penyuluh KB dalam melakukan kegiatan penyuluhan tidak hanya
menyampaikan materi begitu saja, tetapi juga harus memahami dan memiliki
dukungan terhadap kebijakan yang disampaikan. Edward Il dalam Widodo
(2010:104-105) mengatakan bahwa :

jika implementasi kebijakan ingin berhasil secara efektif dan efisien, para

pelaksana (implementors) tidak hanya mengetahui apa yang harus

dilakukan dan mempunyai kemampuan untuk melakukan kebijakan

tersebut, tetapi mercka juga harus mempunyai kemauan untuk
melaksanakan kebijakan tersebut.

Dukungan PKB terhadap kebijakan yang dijalankan terlihat dari petikan

wawancara berikut ini

“Saya selaku PLKB paling tdak membenkan contoh nyata sehingga saat kita
memberikan penyuluhan materi-mateni yang akan disampaikan, saya sccara
pribadi bisa memberikan informasi tentang MOP bahwa rumor yang beredar di
masyarakat tidak benar... Apa yang saya sampaikan itu paling tidak sudah saya
praktekkan” WM dengan informan PKB 1. Tanggal 17 Mei 2017.

“Harus dong, pasti. Karena kan tupoksi kita salah satunya menyampaian pesan
ke masyarakat. Jadi pesan yang kita sampaikan harus bisa diterima baik sama
masyarakat... Kalau nggak mendukung nanti kita sama program bertolak
belakang” WM dengan informan PKB 3. 23 Mei 2017.

“Ya kita harus mendukung dengan apa yang kita sampaikan, agar masyarakat
bisa diyakinkan dan mau menjalankan program KB” WM dengan informan
PKB 4, 19 Mei 2017.

Disposisi yang diberikan oleh Penyuluh KB selaku pelaksana kebijakan
tidak terlepas dari dukungan Kepala Dinas dan Kepala Bidang selaku pembuat

kebijakan, sehingga Penyuluh KB menjadi bersemangat karena merasa
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diperhatikan dalam melaksanakan pekerjaannya. Sebagaimana tergambar dalam
kutipan wawancara berikut ini:

“Saya selalu membenikan suport baik secara moral maupun kedinasan untuk
kelancaran PKB dalam melaksanakan tugasnya Apabila ada hal-hal yang periu
didiskusikan oleh PKB dengan saya, saya selalu siap.” WM dengan informan
Kepala Dinas. Tanggal 23 Mei 2017.

d. Struktur Birokrasi

Pada awal tahun 2017 terjadi perubahan organisasi pengelola KB di
kabupaten Kendal dan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
menjadi Dinas Pengendalian Penduduk Keluaga Berencana Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak. Sebenarnya tidak ada perubahan yang
signifikan bagi Penyuluh KB karena tupoksinya masih sama, namun terdapat
perubahan khususnya pada kegiatan koordinasi dan pelaporan kepada organisasi,

sepert1 yang disampaikan PKB pada kotak wawancara berikut ini:

“Sepertinya banyak keluhan-keluhan dan banyak kendala dan teman-teman
PKB yang golongan IV dengan lambatnya PAK yang turun dari tingkat
propinsi. Kemudian masih kurangnya pengawalan dari tingkat kabupaten ke
propinsi sehingga kurangnya perhatian dari tingkat kabupaten, propinsi
perhatiannya menjadi berkurang juga untuk PLKB yang di Kabupaten Kendal”
WM dengan informan PKB 1. Tanggal 17 Mei 2017.

“Pada dasarnya sangat mendukung, karena di sana sudah ada tupoksi masing-
masing dan dukungan langsung dari pimpinan. Jadi struktur organisasi yang ada
sudah mendukung kegiatan kami yang ada di lapangan... Namun satu hal
kendala UPTD. Satm UPTD itu cukup menyulitkan karena sebelumnya kita
berada dalam empat UPTB dibawahi oleh satu KaUPTB dan ada empat
kecamatan. Dalam hal ini sekarang 20 kecamatan dikepalai UPTD. Padahal
UPTD seharusnya bisa berkunjung ke setiap kecamatan, dalam hal ini jadi tidak
intens.” WM dengan informan PKB 2. Tanggal 17 Mei 2017.

“Secara struktur sebenamya menurut saya sudah mencukupi yah.. tapi mungkin
karena personelnya beberapa ada yang baru, jadi untuk laporan dan koordinasi
suka nggak pas. Kemudian UPTD yang cuma ada satu padahal membawahi 20
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kecamatan, banyak rapat-rapatnya, terlalu berat menurut saya” WM dengan
informan PKB 5. Tanggal 19 Mei 2017.

e. Lingkungan/Penerima Kebijakan

E.S. Quade (1984:310) menyatakan dalam proses implementasi kebijakan
tefjadi interaksi dan reaksi dari organisasi pelaksana, kelompok sasaran dan
faktor-faktor lingkungan yang mengarah pada konflik, sehingga membutuhkan
suatu transaksi sebagai umpan balik yang digunakan oleh pengambil keputusan
dalam rangka merumuskan suatu kebijakan. Implementasi kebijakan dalam
prosesnya terjadi suatu transaksi yang berjalan dua arah antara organisasi
pelaksana dengan kelompok sasaran. Umpan balik dart kelompok sasaran
diperlukan untuk mengetahui keberhasilan suatu kebijakan dan sebagai informasi

untuk perumusan kebijakan selanjutnya.

Pasangan Usia Subur yang pernah mengikuti kegiatan penyuluhan oleh
Penyuluh KB mengungkapkan bahwa mereka mendapatkan informasi dan
pengetahuan tentang Keluarga Berencana. Tergambar dalam kotak wawancara

berikut ini :

“Banyak informasi yang didapat. Ya seperti alat-alat kontrasepsi dan manfaat,
efek sampingnya.” WM dengan informan PUS 1. Tanggal 17 Mei 2017,

“Dapat informasi. Tentang cara-cara ber-KB. Dikasih tahu pentingnya ber-KB
supaya bisa mendidik anak dan merawat keluarga.” WM dengan informan PUS
2. Tanggal 17 Mei 2017.

“Ya, dapat informasi... tentang KB, ada pil, suntik, implant, IUD... stenl.” WM
dengan informan PUS 4. Tanggal 19 Mei 2017
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“ Ya dapat mas, kan pas penyuluhan itu dikasih informasi tentang alat-alat KB,
kelebihan kekurangannya, yang cocok buat kita mana.” WM dengan informan
PUS 5. Tanggal 23 Mei 2017.

Berdasarkan petikan wawancara di atas diketahui bahwa materi yang
paling diingat peserta penyuluhan adalah tentang alat dan metode kontrasepsi. Hal
ini karena mereka merasa membutuhkan informasi tersebut untuk memutuskan
alat atau metode kontrasepsi apa yang akan digunakan. Ketika ditanyakan lebih
lanjut materi apa yang disampaikan Penyuluh KB selain alat dan metode
kontrasepsi, baru mereka menyampaikan materi penyuluhan lain vang

disampaikan. Dapat dilihat pada kotak wawancara di bawah i1 :

“lya, disampaikan juga tentang BKB, BKR, UPPKS, PUP, banyak mas.” WM
dengan informan PUS 1. Tanggal 17 Mei 2017.

“Ada sih, disampaikan tentang pertumbuhan penduduk. Kalan tidek ada KB,
bisa tambah padat penduduknya. WM dengan informan PUS 2. Tanggal 17
Mei 2017,

“Tentang mengasuh balita, remaja. Mengasuh lansia juga ada..” WM dengan
informan PUS 4. Tanggal 19 Mei 2017.

Penyuluh KB sebagai pelaksana kebijakan berhadapan langsung dengan
masyarakat sebagai kelompok penerima kebijakan. Proses implementasi kebijakan
yang cenderung berjalan searah menjadi lebih kompleks karena adanya umpan
balik dari kelompok sasaran, Pertemuan tatap muka memungkinkan terjadinya

komunikasi interaktif antara Penyuluh KB dengan peserta penyuluban. Kegiatan
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tanya jawab sebagai proses interaktif dapat dilakukan dalam kegiatan penyuluhan,

seperti yang tergambar pada kotak wawancara berikut int :

”Kita langsung tanya aja kalau ada yang tidak paham. Ya pertama sih dengerin
dule ibu PLKB ngasih penyulchan, nanti kalau ada yang nggak paham bisa
langsung tanya.” WM dengan informan PUS 1. Tanggal 17 Mei 2017

“Dikasih kesempatan untuk tanya. Kalau ada yang tidak ngerti bisa ditanyakan.”
WM dengan informan PUS 3. Tanggal 19 Mei 2017.

“Ada waktu buat tanya jawab. Waktu sedang dijelaskan juga boleh lanpsung
tanya.” WM dengan informan PUS 4. Tanggal 19 Mei 2017.

93

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43272.pdf

BABYV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan
Penelitian ini membahas efektivitas implementasi dan faktor faktor yang
mempengaruhi  efektivitas implementasi kebijakan penyuluhan Keluarga

Berencana di Kabupaten Kendal. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan

yang telah dilakukan, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi kebijakan penyuluhan Keluarga Berencana di Kabupaten

Kendal dengan indikator kepesertaan KB, berjalan sesuai dengan yang
diharapkan. Indikatornya adalah pencapaian Peserta KB Aktif sebesar 65,04%
pada tahun 2015 (BKKBN: 2016), sesuai dengan target nasional Peserta KB
Aktif (Contraceptive Prevelancy Rate” CPR) tahun 2015 sebesar 65%
(Kemenkes RI: 2013).
Pencapaian Peserta KB Aktif yang sesuai dengan target nasional tersebut,
tidak diikuti dengan unmet need (PUS ingin KB yang tidak terlayani) yang
masth tinggi. Unmet need di Kabupaten Kendal mencapai 24,98% (BKKBN:
2016), lebih tinggi daripada target nasional pada tahun 2015 sebesar 5%
(Kemenkes RI; 2013)

2. Berdasarkan Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas implementasi

kebijakan diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

a. Komunikasi
Komunikasi kebijakan antara organisasi (DP2KBP2PA) dengan Penyuluh
KB selaku pelaksana kebijakan secara teknis berjalan baik. Kendala justru

terjadi pada komunikasi kebijakan yang bersifat mendasar dan normatif,
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seperti visi, misi, ataupun bentuk organisasi yang baru saja mengalami
perubahan.

b. Sumber daya
Penyuluh KB sebagai pelaksana kebijakan penyuluhan Keluarga
Berencana secara kuantitas semakin berkurang sehingga beban kerja PKB
yang ada menjadi semakin berat. Kurangnya dukungan staf administratif
membuat Penyuluh KB kurang fokus dalam melaksanakan tugas pokoknya
karena harus mengerjakan tugas administratif.

¢. Disposisi
Penyuluh KB sebagai pelaksana kebijakan mempunyai sikap positif
terhadap kebijakan yang diimplementasikan kepada masyarakat. Hal im
ditunjukkan dengan keikutsertaan Penyuluh KB menjadi akseptor KB.
Dukungan pimpinan organisasi turut memberi pengaruh positif terhadap
sikap Penyuluh KB.

d. Struktur Birokrasi
Struktur birokrasi yang ada saat ini kurang mendukung Penyuluh KB
untuk menjalankan tugasnya dengan baik. Tidak adanya staf administrasi
di tingkat kecamatan membuat Penyuluh KB merangkap tugas-tugas
administrasi sehingga kegiatan penyuluhan tidak berjalan maksimal.

¢. Lingkungan
Kegiatan penyuluhan berjalan interaktif disertai tanya jawab antara
penyuluh KB dengan peserta penyuluhan. Materi yang disampaikan
lengkap antara Jain mengenai alat/ metode kontrasepsi, kelompok kegiatan

(BKB, BKR, BKL, UPPKS dan PIK Remaja), Pendewasaan Usia
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Perkawinan, dan isu-isu kependudukan lainnya. Lengkapnya materi
penyuluhan yang disampaikan Penyuluh KB kepada peserta penyuluhan
tidak diimbangi dengan evaluasi menyeluruh terhadap hasil penyuluhan
Indikator keberhasilan implementasi penyuluhan Keluarga Berencana
hanya dilihat pada tingkat kepesertaan Pasangan Usia Subur menjadi
akseptor KB (Peserta Aktif KB), padahal motivasi PUS menjadi peserta

KB bermacam-macam,.

B. Saran
Saran yang disampaikan disusun berdasarkan faktor-faktor yang
mempengarchi implementasi kebijakan penyuluhan Keluarga Berencana di
Kabupaten Kendal:
1. Komunikasi
Kebijakan yang telah dibuat harus dikomunikasikan secara lengkap oleh
pembuat kebijakan sehingga implementor mendapatkan gambaran penuh
mengenai kebijakan yang akan dilaksanakan, baik secara teknis maupun
normatif.
2. Sumber daya
Fasilitas pendukung kegiatan penyuluhan yang disediakan organisasi sudah
mencukupi, namun sumber daya manusia sebagai faktor terpenting ternyata
belum mencapai jumiah ideal. Kualitas Penyuluh KB di Kabupaten Kendal
sudah mencukupi, namun secara kuantitas masih kurang. Kurangnya tenaga
Penyuluh KB berpengaruh terhadap kualitas dan kuantitas penyuluhan, karena

wilayah kerja yang luas menyebabkan kegiatan penyuluhan tidak dapat

96

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43272.pdf

berlangsung intens. Berdasarkan kondisi tersebut, perlu dilakukan
penambahan tenaga Penyuluh KB agar kegiatan penyuluhan dapat berjalan
dengan baik.

3. Disposisi
Dukungan Penyuluh KB terhadap kebijakan yang ditetapkan organisasi perlu
dijaga sehingga Penyuluh KB tetap bersemangat dalam menjalankan tugasnya.

4. Struktur birokrasi
Tidak adanya tenapa staf administratif di tingkat lapangan menyita waktu dan
tenaga Penyuluh KB karena juga merangkap tugas-tugas administratif,
Pengadaan tenaga staf administratif di tingkat lapangan juga diperlukan
sehingga Penyuluh KB dapat berkonsentrasi dengan tupoksi-nya.

5. Lingkungan
Indikator keberhasilan penyuluhan tidak bisa dilthat hanya dari jumlah Peserta
Aktuf KB karena materi penyuluhan tidak hanya tentang penjarangan dan
pembatasan kelahiran, namun juga tentang isu kependudukan, pembangunan
keluarga, dan sebagainya. Untuk itu perlu adanya evaluasi menyeluruh
mengenat pemahaman masyarakat tentang materi penyuluhan yang telah

diterima.
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Panduan Wawancara untuk PKB:
Komunikas:
1. Apakah tugas Anda sebagai PKB?

2. Apakah Anda mengetahui visi, misi dan tujuan dari OPD Anda
(DP2KBP2PA)?

3. Apakah Organisasi menyampaikan / mengkomunikasikan visi, misi dan
tujuan organisasi kepada Anda secara jelas?

Sumber Daya

1. Bagaimana dukungan organisasi terhadap keahlian Anda dalam melakukan
Penyuluhan? Apakah dilakukan pelatihan-pelatihan?

2. Bagatmana dukungan struktural (staff) dalam menjalankan tugas Anda?
Berkaitan dengan jumlah staff?

3. Apakah Anda mendapatkan materi {informasi) yang cukup untuk
melakukan penyuluhan kepada masyarakat?

4. Apakah Anda mendapatkan fasilitas yang cukup utuk mendukung
kegiatan?

5. Apakah Anda diberikan kewenangan untuk melakukan perubahan yang
dibutuhkan terhadap pesan yang disampaikan ataupun cara penyampaian
berkaitan dengan lingkungan atau masyarakat sasaran?

Diposisi

1. Bagaimana sikap/ pandangan Anda terhadap tugas yang dibebankan pada
Anda? Baik berkaitan dengan materi ataupun cara/ model penyampaian?

2. Bagaimana dukungan pimpinan kepada Anda dalam pelaksanaan tugas?
Apakah Anda memiliki komunikasi yang baik dengan pimpinan?

Struktur Birokrasi
I. Bagaimana struktur organisasi yang ada dalam mendukung tugas Anda?

2. Apakah sistem koordinasi, pelaporan dan evaluasi yang ada sudah
mencukupi untuk mencapai tujuan vang telah ditetapkan sebelumnya?

Lingkungan/ penerima kebijakan

1. Apakah kegiatan penyuluhan mendapatkan hasil yang diharapkan sesuai
dengan tujuan?
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2. Apakah masyarakat memahami materi yang disampaikan?

3. Bagaimana sikap masyarakat terhadap penyuluhan yang dilaksanakan?

Panduan Wawancara untuk Kepala Dinas dan Kepala Bidang:
Komuntkasi
1. Apa visi, misi, dan tujuan DP2KBP2PA?

2. Bagaimana hubungan visi, misi yang diemban DP2KBP2PA dengan visi,
misi, dan tujuan BKKBN?

3. Bagaimana visi misi dan tujuan tersebut dikomunikasikan kepada PKB
sebagai implementor kebijakan?

Sumber Daya

1. Bagaimana kondisi PKB saat ini secara kuantitas dan kualitas dalam
melaksanakan tugasnya?

2. Apakah PKB telah mendapatkan pelatihan-pelatihan berkaitan dengan
keahliannya dalam menjalankan tugas penyuluhan?

3. Apakah jumlah staff adminisirative yang ada saat ini sudah mencukupi
untuk mendukung PKB dalam menjalankan tugasnya?

4. Apakah PKB mendapatkan maten (informasi) yang cukup untuk
digunakan dalam kegiatan penyuluban?

5. Apakah PKB diberikan kewenangan untuk melakukan perubahan terhadap
pesan yang akan disampaikan ataupun cara penyampaiannya?

Disposisi

1. Bagaimana sikap PKB terhadap materi yang akan disampaikan dalam
penyuluhan? Apakah mereka memberikan dukungan / persetujuan
terhadap maten tersebut?

2. Apakah Anda memberikan dukungan / support kepada PKB dalam
melaksanakan tugasnya? Bagaimana komunikasi yang terjalin selama tm?

Struktur Birokrasi

1. Apakah struktur organisasi yang ada saat ini sudah mendukung PKB
dalam melaksanakan tugas penyuluhan?
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2. Dengan sistem koordinasi, pelaporan dan evaluasi yang ada, apakah sudah
memenuhi tujuan yang ditetapkan?

Lingkungan/ penerima kebijakan

1. Apakah kegiatan penyuluhan yang dilaksanakan mendapatkan respon yang
diharapkan dan masyarakat?

2. Apakah masyarakat memahami materi penyuluhan yang dilaksanakan?

3. Apakah ada evaluasi tentang pemahaman masyarakat tentang materi yang
diberikan dalam penyuluhan?

4. Bagaimana sikap masyarakat terhadap penyuluhan yang dilaksanakan?

Panduan Wawancara untuk PUS yang pernah mengikuti penyuluhan

1. Apakah Anda pernah mengikuti penyuluhan?

2. Apakah Anda mendapatkan informasi dari penyuluhan tersebut? Apa saja?

3. Bagaimanakah kegiatan penyuluhan dilaksanakan? Apakah ada kegiatan
tanya jawab?

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43272.pdf

Transkrip Wawancara dengan Kepala Dinas:

Komunikasi

1. Apa visi, misi, dan tujuan DP2KBP2PA?
DP2KBP2PA tidak ada visi misi khusus dari Dinas, karena saat ini semua OPD
melaksanakan visi misi yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten. Dan
kami melaksanakan misi Kabupaten Kendal yang ketiga

2. Berarti visi misinya dari tingkat kabupaten?
Ya

3. Tidak ada visi misi khusus dari dinas?
Tidak ada. Kita ikut pada dinas kabupaten

4. Bagaimana hubungan visi, misi yang diemban DP2KBP2PA dengan visi, misi, dan
tujuan BKKBN?
Visi misi Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak sangat terkait dengan misi Kabupaten
Kendal, diantaranya adalah pengendalian penduduk, pemberdayaan perempuan
dan perlindungan anak. Sesuai dengan visi misi BKKBN dalam rangka
mewujudkan kependudukan tumbuh seimbang dan keluarga berkualitas. Intinya
ada keterkaitannya.

5. Bagaimana visi misi dan tujuan tersebut dikomunikasikan kepada PKB sebagai
implementor kebijakan?
Kebetulan di awal tahun ini 2017 terdapat perubahan OPD vyang duiu SKPD
dengan sekarang OPD, dengan nomenklatur baru dari sebelumnya kita, Badan
Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana. Sekarang menjadi Dinas
Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak, jadi saat ini kami sering sosialisasi kepada seluruh
stakeholder termasuk PLKB tentang tupoksi kami saat ini.

Sumber Daya

1. Bagaimana kondisi PKB saat ini secara kuantitas dan kualitas dalam
melaksanakan tugasnya?
Untuk kondisi PKB, secara kualitas, saat ini sernua PKB yang ada telah
mendapatkan pelatihan dalam rangka pelaksanaan penyuluhan. Hanya saja
jumlah personel yang ada masih kurang, karena adanya PKB yang pensiun dan
tidak ada penambahan tenaga PKB, sehingga saat ini di tiap kecamatan rata-rata
hanya terdapat dua PKB. Jadi perlu kami jelaskan bahwva PKB yang saat ini hanya
53. Untuk bulan depan, bulan Agustus September itu tenaga kita yang pensiun
ada yang pensiun tiga orang. Jadi dengan jumlah PKB dan desa tidak bisa
ditentukan berapa satu PLKB akan mengampu desa, karena jumlah desa kita ada
286 sementara jumiah PKB kita hanya 53. Jadi satu PKB itu mengampu sampai 5
— b desa. ltu yang kenyataan saat ini seperti itu.

2. Siapayang menyelenggarakan pelatihan-pelatihan untuk PKB? Apakah dari
DP2KBP2PA ataukah dari BKKBN?
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Untuk pelatihan PKB selama ini yang melaksanakan adalah BKKBN melalui
Balatbang ataupun Balai Diklat. Sedangkan kami melaksanakan pelatihan yang
berhubungan dengan tugas tambahan PKB, vaitu Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak, yang kami laksanakan secara bertahap

3. Apakah jumlah staf administratif yang ada saat ini sudah mencukupi untuk
mendukung PKB dalam menjalankan tugasnya?
Kalau jumiah itu semua keadaan yang ada itu memang kurang. Jadi
pembebanan tugas dan jumlah itu memang tidak seimbang . jadi untuk
pencatatan dan pelaporan ataupun tugas administrasi lainnya karena
terbatasnya tenaga administrasi khususnya di tingkat kecamatan . jadi
kecamatan itu tidak ada namanya petugas administrasinya, hanya PLKB ya PLKB
saja. Jadi itu sudah mewakili untuk pembuatan SP), untuk pelaporan, untuk yang
lain-lainnya itu tugas PKB saat ini. Apalagi PKB masih dibebani oleh kecamatan
untuk membantu kecamatan. Kalau yang putri biasanya dilibatkan dalam
kegiatan PKK tingkat kecamatan, tingkat desa. Itu sepertinya sudah tidak asing
tagi seperti itu.

4. Apakah PKB mendapatkan materi {informasi) yang cukup untuk digunakan
dalam kegiatan penyuluhan?
Untuk materi informasi juga kita mendapatkan bantuan buku-buku, ieaflet,
poster dan sebagainya baik dari BKKBN maupun dari pengadaan di tingkat
kabupaten. fadi buku itu sudah kami penuhi untuk membantu informasi yang
diperlukan oleh PKB.

5. Apakah PKB diberikan kewenangan untuk melakukan perubahan terhadap pesan
yang akan disampaikan ataupun cara penyampaiannya?
PKB diberikan kewenangan untuk melakukan modifikasi terhadap kemasan
pesan selama materi itu masih sesuai dengan isi pesan yang telah ditetapkan.
PKB perlu menyesuaikan cara penyampaian pesan baik media maupun bahasa
dengan kelompok sasaran sehingga isi pesan dapat diterima dengan baik. Kami
sudah menyampaikan bahwa PKB dalam memberikan sosialisasi harus
menggunakan bahasa yang mudah dimengerti.

Disposisi

1. Bagaimana sikap PKB terhadap materi yang akan disampaikan dalam
penyuluhan? Apakah mereka memberikan dukungan / persetujuan terhadap
materi tersebut?

Intinya mereka memberikan dukungan atau persetujuan terhadap materi. Dari
rekan-rekan PKB mendukung materi yang akan disampaikan oleh mereka. Untuk
isu-isu sensitif misalnya yang berhubungan dengan kepercayaan atau agama,
PKB memberikan sikap yang mendukung Program KB.

2. Apakah Anda memberikan dukungan / support kepada PKB dalam melaksanakan
tugasnya? Bagaimana komunikasi yang terjalin selama ini?

Saya selalu memberikan suport baik secara moral maupun kedinasan untuk
kelancaran PKB dalam melaksanakan tugasnya. Apabila ada hal-hal yang perlu
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didiskusikan oleh PKB dengan saya, saya selalu siap. Alhamdulillah selama ini
dengan jumlah PKB 53 isya Allah kami selalu membantu kebutuhan PKB yang
mungkin diperlukan. Saya siap apabila dibutuhkan saya setiap hari ada.

Struktur Birokrasi

1.

Apakah struktur organisasi yang ada saat ini sudah mendukung PKB dalam
melaksanakan tugas penyuluhan?

Secara struktur yang ada saat ini, sudah mencukupi untuk pelaksanaan tugas
PKB, tapi mungkin belum ideal. Karena seperti yang saya sebutkan, belum
adanya dukungan staf administratif di tingkat kecamatan sehingga PKB juga
melaksanakan tugas administratif, ditambah dengan jumiah PKB yang semakin
berkurang, sehingga berpengaruh pada tugas pokok PKB dala melakukan
penyuluhan di desa-desa

Dengan sistemn koordinasi, pelaporan dan evaluasi yang ada, apakah sudah
memenuhi tujuan yang ditetapkan?

Untuk koordinasi dengan PKB yang ada di lapangan, kami ada UPTD walaupun
hanya ada satu untuk 20 kecamatan. Untuk pelaporan dan evaluasi, PKB
memberikan laporan rutin setiap bulan untuk diolah di kabupaten sebagai
laporan kepada BKKBN dan bahan evaluasi. PKB juga mendapatkan umpan balik
untuk evaluasi.

Lingkungan/ penerima kebijakan

1.

3.

Apakah kegiatan penyuluhan yang dilaksanakan mendapatkan respon yang
diharapkan dari masyarakat?

Dengan indikator kepesertaan KB, penyuluhan KB mendapatkan respon yang
relatif cukup baik.

Apakah masyarakat memahami materi penyuluhan yang dilaksanakan?

Saya rasa masyarakat sudah memahami tentang materi yang diberikan dalam
penyulubhan, dengan mereka bersedia ikut KB dan tidak ingin banyak anak
Apakah ada evaluasi tentang pemahaman masyarakat tentang materi yang
diberikan dalam penyuluhan?

Untuk evaluasi saat ini berdasarkan pada perilaku masyarakat, yaitu perolehan
kepesertaan KB dari PUS. fadi dengan pemahaman yang mereka dapatkan
tentang pentingnya ber-KB, kemudian mereka menjadi akseptor KB
Bagaimana sikap masyarakat terhadap penyuluhan yang dilaksanakan?

Secara umum masyarakat bersikap positif, walaupun ada sejumlah individu
ataupun kelompok yang tidak setuju dengan KB karena sejumlah alasan. Dan itu
menjadi tugas dan tantangan bagi kami dan PKB khususnya untuk terus
mensosialisasikan pentingnya Keluarga Berencana dan pembentukan Keluarga
Sejahtera
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Transkrip Wawancara dengan Kepala Bidang:

Komunikasi

1. Apa visi, misi, dan tujuan DP2KBP2PA?
Kalau visi misi sebenarnya sama dengan yang ada di BKKBN, namun semenjak
digabung dengan Bidang Periindungan Anak dan Pemberdayaan Perempuan,
ditambah misinya dengan perlindungan anak dan pemberdayaan perempuan.

2. Bagaimana visi misi dan tujuan tersebut dikomunikasikan kepada PKB sebagai
implementor kebijakan?
Visi misi memang harus disampaikan kepada implementor baik itu PLKB maupun
PPKBD. Disampaikan pada saat penyampaian tugas pokok PPKBD maupun PLKB

Sumber Daya

1. Bagaimana kondisi PKB saat ini secara kuantitas dan kualitas daiam
melaksanakan tugasnya?
Kalau kuantitas kita sebenarnya tidak seimbang antara jumlah PLKB dengan
jumlah desa sehingga berat bagi PLB untuk melaksanakan kegiatan di lapangan,
Namun memang menjadi poin tersendiri, tapi berat untuk PLKB. Untuk kualitas,
pelatihan dilaksanakan melaiui BKKBN namun hanya dari sisi Kependudukan dan
KB-nya, untuk PP-PA kita belum ada pelatihan berkaitan peningkatan kualitas
dari PLKB.

2. Apakah jumlah staff administratif yang ada saat ini sudah mencukupi untuk
mendukung PKB dalam menjalankan tugasnya?
Sampai dengan sekarang tidak ada nampaknya. Jadi itu tugas untuk dan menjadi
beban PLKB. PLKB menjadi petugas lapangan dan menjalankan tugas
perkantoran . Dulu ada UPTB tapi juga tidak ada petugas administratif. Kalau
untuk staf Kabupaten dilihat sesuai beban tugas masing-masing belum
mencukupi, tapt jika dilihat secara kolektif, itu lebib baik. Namun tetap
dibutuhkan penambahan agar lebih berkualitas

3. Apakah PKB mendapatkan materi (informasi) yang cukup untuk digunakan
dalam kegiatan penyuluhan?
Kalau untuk materi penyuluhan baik itu dari sisi apapun memang kita sudah
menyiapkan, termasuk leaflet, pamflet, terus semua bahan itu ada. Namun
masih dianggarkan dari pemerintah pusat. Dari kabupaten hanya insidentil.

4, Apakah PKB diberikan kewenangan untuk melakukan perubahan terhadap pesan
yang akan disampaikan ataupun cara penyampaiannya?
PLKB harus bisa mempunyai inisiatif untuk memberikan penyuluhan sesuai
dengan kondisi dan karakter wilayahnya. Ini tergantung dari kepandaian masing-
masing PLKB
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Disposisi

1. Bagaimana sikap PKB terhadap materi yang akan disampaikan dalam
penyuluhan? Apakah mereka memberikan dukungan / persetujuan terhadap
materi tersebut?

Semua yang dilakukan sudah sesuai dengan pokok yang ada dengan materi yang
dipersiapkan. Apabila ada yang terlupakan akan diingatkan dalam rapat
koordinasi.

2. Apakah Anda memberikan dukungan / support kepada PKB dalam melaksanakan
tugasnya? Bagaimana komunikasi yang terjalin selama ini?

Dukungan secara moral dan semangat kita lakukan.

Struktur Birokrasi

1. Apakah struktur organisasi yang ada saat ini sudah mendukung PKB dafam
mefaksanakan tugas penyuluhan?
Untuk tahun ini semakin tidak mendukung. Tahun kemarin masih ada 5 UPTB
padahal idealnya satu kecamatan ada satu UPTB. ini menjadikan beban PLKB
semakin berat untuk ke depannya.

2. Dengan sistem koordinasi, pelaporan dan evaluasi yang ada, apakah sudah
memenuhi tujuan yang ditetapkan?
Dari sisi evaluasi belum, dari sisi pelaporan sudah. Sistemn pelaporan harus sudah
memakai teknologi informasi. Di sisi evaluasi kegiatan belum dilakukan secara
menyeluruh apakah sesuai dengan yang direncanakan, apa kendalanya, seperti
apa yang harus dilakukan di periode berikutnya ini belum ada evaluasi.

Lingkungan/ penerima kebijakan

1. Apakah kegiatan penyuluhan yang dilaksanakan mendapatkan respon yang
diharapkan dari masyarakat?
Karena kita tidak ada evaluasi... tapi ketika kita turun ke masyarakat kita banyak
mendengar yang bisa direspon. Tapi ada beberapa respon negatif di heberapa
wilayah yang kondisional. Misalnya di wilayah yang agamis, untuk memasuki
wilayah itu harus ada trik tertentu

2. Apakah masyarakat memahami materi penyuluhan yang dilaksanakan?
Materi penyuluhan tidak bisa diterima secara letterlux, tapi secara umum
masyarakat memahami KB itu apa. Untuk itu perlu peran PLKB agar masyarakat
memahami dengan sebenarnya KB itu apa.

3. Apakah ada evaluasi tentang pemahaman masyarakat tentang materi yang
diberikan dalam penyuluhan?
Kita belum pernah melakukan evaluasi secara terperinci ataupun dalam bentuk
kuesioner kepada masyarakat
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No

Pertanyaan

Jawaban

Keterangan

Apakah tugas Anda sebagai PKB?

Yang pertama berkoordinasi dengan semua tingkatan.
Kemudian yang kedua yaitu kita melakukan penyuluhan
kepada semua tingkatan baik di tingkat kecamatan maupun
tingkat desa.

Yang ketiga kita melakukan pelayanan Keluarga Berencana
bagi masyarakat yang ingin mendapatkan pelayanan alat
kontrasepsi sepertt vang diinginkan masyarakat.

Informan PKB 1

Tugas PKB disebutkan dalam 10 langkah PLKB mulai dari
pendekatan ke tokoh formal, penyuluhan, pembentukan
poktan, kemudian ada pelayanan

Informan PKB 2

Tugas PKB intinya adalah memberikan informasi dan
pendampingan masyarakat untuk membentuk keluarga
sejahtera. Jadi tidak hanya untuk pemakaian alat kontrasepsi
tapt juga terwujudnya Norma Keluarga Kecil Bahagia
Sejahtera

Informan PKB 3

Kita koordinasi dengan semua elemen yang ada di tingkat
kecamatan dan desa, baik itu tokoh formal atau informal
untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang
pentingnya ber-KB kepada masyarakat sehingga mereka mau
menjadi akseptor KB

Informan PKRB 4

Melakukan pemberian informasi, penyuluhan dan
pendampingan kepada masyarakat agar menjadi akseptor KB
untuk mewujudkan keluarpa bahagia sejahtera

Informan PKB 5

Apakah Anda mengetahui visi, misi dan tujuan dari
OPD Anda (DP2KBP2PA)?

Untuk DP2KBP2PA karena dinas atau OPD ini baru nggik,
awal tahun ini, secara detil nggih kita belum dapat selaku
petugas lapangan. Tapi dahulu sebelum menjadi DP2KBP2PA
ada beberapa visi dan misi dari BPPKB

Kalau vis1 misi BKKBN disampaikan saat kita mendapatkan
pelatihan, biasanya selalu disampaikan di propinsi. Ada materi

Informan PKB 1
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khusus untuk menyampaikan visi mist dari BKKBN Propinsi

Khusus dari DP2KBP2PA sepertinya belum ada, selama ini
dari BKKBN

Informan PKB 2

Kalau yang terbaru ini, ndak tahu ya, soalnya yang terbaru ini
belum pernah menyampaikan visi dan misinya... belum
pernah ada sosialisasi yang terbaru

Informan PKB 3

Yang saya tahu dari BKKBN untuk visi misinya sering
disosialisasikan, dari kabupaten belum sepertinya. Dari
BKKBN yang saya tahu, yang mewujudkan penduduk tumbuh
seimbang... ek tapi itu yang 2015 ya... hehe.... Saya agak
lupa, tapi masih mirip seperti itu, mewujudkan penduduk
tumbuh seimbang

Informan PKB 4

kalau ada perubahan OPD si# harusnya ada visi misi baru ya,
tapi seingat saya kok belum ada sosialisasi

Informan PKB 5

Apakah Organisasi menyampaikan /
mengkomunikasikan visi, misi dan tujuan organisasi
kepada Anda secara jelas?

Tidak dalam kesempatan khusus secara jelas, biasanya
disampaikan sebagai selingan di beberapa kesempatan

Informan PKB 1

Mungkin dalam bentuk tertulis ya disampaikan, tapi mungkin
kita yang belum membaca secara menyeluruh

Informan PKB 2

Secara konsep disampaikan apa yang ingin dicapai oleh
organisasi, tapi secara spesifik sampai dijelaskan satu persatu
tidak

Informan PKB 3

Secara umum saja ya mas, tapi menurut saya visi BKKBN
dari dulu kan pada dasarnya sama ya, terbentuknya NKKBS

Informan PKB 4

Setahu saya ada beberapa kali perubahan visi misi organisasi
baik itu di tingkat pusat ataupun dacrah, tapi tidak ada
sosialisasi khusus untuk visi misi ini

Informan PKB 5

Bagaimana dukungan organisasi terhadap keahlian
Anda dalam melakukan Penyuluhan? Apakah
dilakukan pelatihan-pelatihan?

Organisasi mendukung, sening dilakukan pelatihan. Saya
pribadi sudah mengikuti banyak pelatihan fungsional di
BKKBN

Informan PKB 1

Ya ada pelatihan-pelatihan, berkaitan dengan tugas kita
sebagai PLKB

Informan PKB 2
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Ada pelatihan-pelatihan, apalagi untuk penyuluh-penyuluh Informan PKB 3
: muda sering diikutkan pelatihan di balai diklat BKKBN

Dari awal menjadi PKB sudah banyak pelatihan, baik Informan PKB 4

pelatihan teknis maupun refresh, artinya yang dulu sudah

pernah diterima diingatkan kembali dalam pealtihan

Pelatihan terus diberikan oleh BKKBN khususnya jika ada Informan PKB 5

program kegiatan baru seperti pemanfaatan teknologi untuk
kegiatan pendataan, pelaporan dan sebagainya

Bagaimana dukungan struktural (staff) dalam
menjalankan tugas Anda? Berkaitan dengan jumlah
staff?

Untuk staf di kantor kabupaten saya rasa mencukupi ya,
namun di tingkat kecamatan tidak ada tenaga administrasi
yang membantu kegiatan pencatatan dan pelaporan, jadi
cukup menyita waktu PKB dalam kegiatan lapangan

Informan PKB 1

Tidak adanya staf di tingkat kecamatan cukup berpengaruh
karena jumlah PKB yang juga terbatas sehingga harus pandai
mengatur waktu di tengah jadwal kegiatan yang padat

Informan PKB 2

Dulu saat PKB masih banyak ada tenaga yang diperbantukan
untuk kegiatan pencatatan dan pelaporan. Sekarang PKB
sudah sedikit, juga tidak ada tenaga administrasi di tingkat
kecamatan

Informan PKB 3

Tidak adanya tenaga administrasi di kecamatan sangat terasa
ketika sedang banyak-banyaknya tugas pelaporan dan SPJ
yang menumpuk, tapi di luar itu masih bisa ditangani

Informan PKB 4

Walaupun sudah bisa online, dengan tenaga PKB yang
terbatas, tenaga administrasi di tingakat kecamatan tetap
dibutuhkan

Informan PKB 5

Apakah Anda mendapatkan materi (informasi) yang
cukup untuk melakukan penyuluhan kepada
masyarakat?

Secara umum kita mendapatkan bekal untuk melakukan
penyuluhan mulai dari LDU (Latihan Dasar Umum) vang
dilanjutkan dengan pelatihan-pelatihan teknis lainnya. Untuk
alat bantu kita juga mendapatkan dalam bentuk KIE Kit

Informan PKB 1

Untuk materi kita mendapatkan alat bantu baik KIE Kit atau
secara khusus seperti BKB Kit yang khusus untuk BKB. Ada
juga leaflet atau buku-buku, lembar balik

Informan PKB 2
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Informasi dasar kita dapatkan di pelatihan oleh BKKBN
khususnya, sepertt ketika ada program baru misalnya.
Sebagian PLKB diundang ke Balai Pelatihan BKKBN untuk
dilatih sebagai ToT (Training of Trainer) program baru untuk
kemudian informasi yang ada disebarkan kepada rekan-
rekannya

Informan PKB 3

Cukup. Alat bantu yang ada sudah memadai dalam melakukan
penyuluhan, baik yang sederhana seperti leaflet dan lembar
balik, ataupun dalam bentuk media elektronik seperti film
pendek ataupun file presentasi

Informan PKB 4

Informan PKB 5

Apakah Anda mendapatkan fasilitas yang cukup
untuk mendukung kegiatan?

Fasilitas langsung seperti saya sebutkan sebelumnya cukup
mendukung. Untuk prasarana saat ini cukup diperhatikan
dengan adanya pembangunan balai penyuluhan KB.
Sebelumnya PKB dibekali dengan motor dinas untuk
transportasi ke desa yang menjadi wilayahnya.

Informan PKB 1

Fasilitas pendukung sudah mencukupi, ada motor KB untuk
ke desa-desa. Kita juga ada laptop dan proyektor,

Informan PKB 2

Saat 1n1 Balai KB sudah dibangun hampir di tiap kecamatan
ada lengkap dengan fasilitas pendukungnya, misalnya
proyektor untuk membantu saat penyuluhan atau rapat dengan
kader. Faslitas yang sudah ada sebelumnya seperti motor
dinas, PLKB Kit, laptop dan komputer.

Informan PKB 3

Hampir semua kecamatan ada Balai Penyuluhan KB sehingga
memudahkan ketika ada pertemuan tingkat kecamatan dengan
PPKBD. Balai KB juga diben fasilitas koneksi internet untuk
memudahkan lapora online

Informan PKB 4

Dari dulu PLKB sudah diberi motor dinas dan PLKB Kit
untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan di desa. Sekarang
makin lengkap dengan adanya Balai KB dan perlengkapan
elektronik pendukungnya

Informan PKB 5

Apakah Anda diberikan kewenangan untuk

Untuk cara kita menyampaikan kepada masyarakat ada

Informan PKB |
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melakukan perubahan yang dibutuhkan terhadap
pesan yang disampaikan ataupun cara penyampaian
berkaitan dengan lingkungan atau masyarakat
sasaran?

kebebasannya karena masing-masing wilayah dalam
memberikan informasi kan berbeda-beda, schingga dalam satu
kecamatan pun antara desa A dengan desa B berbeda-beda
cara kita menyampaikan informasi-informasi tentang program
KB

Kami diberikan kewenangan untuk melakukan perubahan
sesuai dengan kebutuhan untuk menyampaikan pesan karena
masyarakat berbeda-beda tipikalnya. Karena kadang-kadang
kita masuk ke jenis, #ipikal masyarakat yang ini berbeda
dengan ¢ipikal masyarakat yang lain, sehingga butuh
improvisasi dengan cara menyampaikannya

Informan PKB 2

Kalau untuk menyampaikan pesan kepada masyarakat, itu kan
tergantung situasi kondisi masyarakat masing-masing mas,
jadi antara desa yang satu sama desa yang lain nggak bisa
disamakan. Karena warga masyarakat kan beda-beda cara
menangkap materi yang Kita sampaikan kan juga beda-beda

Informan PKB 3

Kita dalam melakukan penyuluhan kan menghadapi tipe-tipe
orang atau masyarakat yang berbeda-beda. Jadi scorang
PLKB harus jeli untuk mengidentifikasi masyarakat apa yang

- dihadapi, dan kita diberi kewenangan bagaimana cara kita

menyamparkan pesan yang ada agar dipahami oleh
masyarakat

Informan PKB 4

Cara-cara penyampaian pesan sesuai dengan karakter
masyarakat dari pelatihan yang diadakan untuk PKB bahkan
sudah diajarkan schingga penyuluh tidak kesulitan ketika
menghadapi masyarakat yang kurang mendukung program
KB misalnya

Informan PKB 5

Bagaimana sikap/ pandangan Anda terhadap tugas
yang dibebankan pada Anda? Baik berkaitan dengan
materi ataupun cara/ model penyampaian?

Saya selaku PLKB paling tidak memberikan contoh nyata
sehingga saat kita memberikan penyuluhan materi-materi
yang akan disampaikan, saya secara pribadi bisa memberikan
informasi tentang MOP bahwa rumor yang beredar di
masyarakat tidak benar... Apa yang saya sampaikan itu paling

Informan PKB 1
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tidak sudah saya praktekkan

Ketika melakukan pekerjaan kita kan harus paham dengan apa
yang kita lakukan, kemudian Kita juga harus memberikan
contoh dalam din kita sendin karena masyarakat pasti melihat
ke din penyuluh juga. Jadi kita harus juga melaksanakan apa
yang disampaikan dalam penyuluhan. Paling tidak ada arah ke
sana

{nforman PKB 2

Harus (mendukung) dong, pasti. Karena kan tupoksi kita salah
satunya menyampaian pesan ke masyarakat. Jadi pesan yang
kita sampaikan harus bisa diterima baik sayma masyarakat. ..
Kalau nggak mendukung nanti kita sama program bertolak
belakang

Informan PKB 3

Ya kita harus mendukung dengan apa yang kita sampaikan,
agar masyarakat bisa diyakinkan dan mau menjalankan
program KB

Informan PKB 4

Sikap saya sependapat dan mendukung program KB yang
disampaikan dalam penyuluhan karena secara pribadi saya
meyakini bahwa program KB ini selain bermanfaat di lingkup
keluarga juga mendukung Pemerintah dalam pelaksanaan

pembangunan.

Informan PKB 5

10

Bagaimana dukungan pimpinan kepada Anda dalam
pelaksanaan tugas? Apakah Anda memiliki
komunikasi yang baik dengan pimpinan?

Kami sebagai petugas lapangan memiliki komunikasi yang
baik dengan pimpinan, baik Kepala Dinas, Kepala Bidang
atau KaUPT, secara kedinasan dalam forum rapat pertemuan
atau dalam suasana non formal

Informan PKB 1

Pimpinan cukup membantu dan mendukung kegiatan PLKB
di lapangan. Usul-usul yang kita sampatkan diakomodasi,
apabila ada yang tidak, itu karena keterbatasan, seperti usul
penambahan PLKB misalnya

Informan PKB 2

Mungkin karena jumiah PLKB yang tinggal sedikit sehingga
para pimpinan cukup mengenal kami para petugas lapangan.
Komunikasi terjalin baik. Ada beberapa kali pergantian
_pimpinan, tapi komunikasi, saling mengenal cepat terjalin

Informan PKB 3
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Dukungan dan komunikasi antara PKB dengan pimpinan
cukup baik walaupun rapat koordinasi tidak lagi rutin
dilaksanakan, namun komunikasi dan koordinasi bisa
dilaksanakan lewat penggunaan media sosial

Informan PKB 4

Kalau dukungan memang masih positif, tapi untuk sekarang,
komunikasi dalam arti koordinasi dalam pelaksanaan tugas
saat ini dari kantor kabupaten ke kecamatan cukup terkendala
karena perubahan organisasi dimana UPTB yang dulu ada
lima sekarang hanya ada satu UPTD. Tapi untuk kedekatan
pribadi kita cukup akrab.

Informan PKB 5

11

Bagaimana struktur organisasi yang ada dalam
mendukung tugas Anda?

Sepertinya banyak keluhan-keluhan dan banyak kendala dari
teman-teman PKB vang golongan IV dengan lambatnya PAK
yang turun dari tingkat propinsi. Kemudian masih kurangnya
pengawalan dari tingkat kabupaten ke propinsi sehingga
kurangnya perhatian dari tingkat kabupaten, propinst
perhatiannya menjadi berkurang juga untuk PLKB yang di
Kabupaten Kendal

Informan PKB 1

Pada dasamya sangat mendukung, karena di sana sudah ada
tupoksi masing-masing dan dukungan langsung dari
pimpinan, Jadi struktur organisasi yang ada sudah mendukung
kegiatan kami yang ada di lapangan... Namun satu hal
kendala UPTD. Satu UPTD itu cukup menyulitkan karena
sebelumnya kita berada dalam empat UPTB dibawahi oleh
satu KaUPTB dan ada empat kecamatan, Dalam hal im
sekarang 20 kecamatan dikepalai UPTD. Padahal UPTD
seharusnya bisa berkunjung ke setiap kecamatan, dalam hal
ini jadi tidak intens

Informan PKB 2

Ada kelebihan dan kekurangannya. Dibandingkan dulu waktu
masih BPPKB bidang-bidang yang ada lebih ringkas, dari 4
bidang menjadi 3 bidang schingga koordinasi lebih mudah. Di
sisi lain UPTD yang sekarang hanya ada satu sekabupaten dari
tadinya ada lima membuat beban kerja UPTD menjadi berat,

Informan PKB 3
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padahal Cuma ada satu personel yaitu Kepala UPTD

Secara struktur sebenarnya menurut saya sudah mencukupi
yah.. tapi mungkin karena personelnya beberapa ada yang
baru, jadi untuk laporan dan koordinasi suka nggak pas.
Kemudian UPTD yang cuma ada satu padahal membawahi 20
kecamatan, banyak rapat-rapatnya, terlalu berat menurut saya

Informan PKB 4

Untuk kegiatan rutin sudah memenuhi. Pada prinsipnya secara
struktur masih sama dengan organisasi yang dulu. Memang
pada pelaksanaannya tidak selengkap dahulu khususnya dan
sisi tertib administrast dan pengawasan. Mungkin sebagai
toleransi karena terbatasnya SDM di tingkat lapangan.

Informan PKB 5

12 ; Apakah sistem koordinasi, pelaporan dan evaluasi
yang ada sudah mencukupi untuk mencapai tujuan
yang telah ditetapkan sebelumnya?

Dalam pelaksanaan kegiatan PKB kita berpedoman pada 10
Langkah PLKB. Jadi kita bisa melihat apakah kita sudah
melaksanakan tahapan-tahapan tersebut. Memang tidak
semuanya bisa kita laksanakan karena keterbatasan tenaga.
Untuk itu kita memberdayakan kader-kader yang ada di desa
sehingga tujuan akhir program KB tetap tercapai

Informan PKB 1

Koordinasi dan pelaporan menurut saya sampai saat ini masih
mencukupi. Untuk evaluasi yang saya rasa masih kurang,
ketika ada wilayah yang belum memenuhi target, tidak
diterlusuri lebih lanjut penyebab tidak tercapainya target itu.
Hanya disampaikan hasil laporan kepada PLKB dalam bentuk
umpan balik sechingga PLKB sendin yang menelusurt
penyebab tidak tercapainya target tersebut

Informan PKB 2

Penyuluhan yang dilaksanakan untuk menggerakkan
masyarakat agar menjadi akseptor KB. Jadi pelaporan dan
evaluasi yang dilaksanakan selama ini dengan melihat
pencapaian akseptor KB di wilayahnya

Informan PKB 3

Penyuluhan atau KIE adalah kegiatan yang terintegrasi
dengan kegiatan lain dalam 10 Langkah PLKB yang intinya
adalah penggerakan dan pendampingan agar masyarakat
mendukung program KB. Jadi kita melihat apakah tujuan 1tu

Informan PKB 4
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tercapai dengan melihat pencapaian PPM (Perkiraan
Permintaan Masyarakat)

Memang pelaporan dan pengawasan saya lihat tidak sepertt
waktu masih BKKBN, tapi dalam hal pencapaian Peserta
Aktif KB masih relatif bisa mencapai target yang ditetapkan

Informan PKB 5

13

Apakah kegiatan penyuluhan mendapatkan hasil
yang diharapkan sesuai dengan tujuan?

Ya. Dengan penyuluhan kita memberikan pengetahuan kepada
masyarakat tentang program keluarga berencana, tidak hanya
mengenai alat kontrasepsi saja tapi pembentukan keluarga
berkualitas

Informan PKB 1

Secara tidak langsung, melalui pemahaman masyarakat
tentang pentingnya program KB masyarakat kemudian
bersedia menjadi akseptor KB

Informan PKRB 2

Selama ini kegiatan penyuluhan yang dilaksanakan
memberikan hasil positif bagi program. Memang terdapat
pencapaian yang tidak seperti yang diharapkan seperti
kesertaan KB pria

Informan PKB 3

Seperti yang dijelaskan sebelumnya, sebagai kegiatan yang
terintegrasi, penyuluhan vang dilaksanakan pada akhimya
adalah ikut sertanya masyarakat dalam program KB. Jadi
penyuluhan yang dilaksanakan sudah mencapai hasil yang
diharapkan

Informan PKB 4

Karena kegiatan penyuluhan yang dilaksanakan bertujuan
agar masyarakat sasaran menjadi Peserta KB Aktif, maka
melihat dari pencapatan, penyuluhan yang dilaksanakan sudah
sesuai dengan tujuan

Informan PKB 5

14

Apakah masyarakat memahami materi yang
disampaikan?

Untuk materi umum misalnya tentang jenis-jenis alat
kontrasepsi masyarakat sudah memiliki pengetahuan
sebelumnya, demikian juga tentang NKKBS. Untuk hal-hal
teknis seperti kelebihan dan efek samping alat kontrasepsi,
ataupun mengenai pola pengasuhan balita, remaja dipertukan
diskusi lebih lanjut dalam penyuluhan sehingga pada akhimya
mereka dapat memahami

Informan PKB 1
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Penyuluhan yang dilaksanakan bersifat interaktif dalam situasi
informal, jadi ketika ada yang tidak dipahami oleh peserta
penyuluhan mereka bisa langsung bertanya

Informan PKB 2

Kita menyampaikan materi dengan melihat sasaran, tujuannya
agar mereka memahami sesuai dengan kapasitasnya.
Demikian juga dengan cara penyampaiannya, menggunakan
bahasa yang dipahami oleh mereka

Informan PKB 3

Materi yang ada disampaikan secara bertahap tidak hanya
dalam satu kali pertemuan jadi pemahaman juga secara
bertahap mulai dari materi dasar dulu

Informan PKB 4

Kita melakukan penyulubhan juga dengan melihat reaksi
peserta bagaimana, jika mereka terlihat kurang memahami
kita bisa memperlambat tempo penyuluhan kita atau dengan
memberikan pertanyaan untuk mengecek

Informan PKB 5

15 | Bagaimana sikap masyarakat terhadap penyuluhan
yang dilaksanakan?

Selama ini di daerah kami masyarakat bersikap menerima
program KB schingga mereka antusias ketika dilakukan
penyuluhan

Informan PKB 1

Masyarakat memberikan tanggapan positif, mereka juga aktif
bertanya dalam suasana yang cair

Informan PKB 2

Bervariasi ya mas, tapi pada umumnya menerima, Sebagian
ada vang seolah seperti acuh tak acuh terhadap undangan
penyuluhan, tapi mungkin lebih pada karena waktu mereka
yang padat

Informan PKB 3

Alhamdulillah masyarakat menerima penyuluhan yang Informan PKB 4
dilaksanakan. Mereka juga mengikuti kegiatan dengan penuh

perhatian

Sikap dari masyarakat mendukung penyuluhan yang Informan PKB 5

dilaksanakan dengan mengajukan pertanyaan, informasi apa
yang mereka inginkan
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No | Pertanyaan

| Jawaban

Keterangan

1. | Apakah Anda mendapatkan informasi yang
dibutuhkan dalam kegiatan penyuluhan?

Banyak infornasi yang didapat. Ya seperti alat-alat kontrasepsi dan
manfaat, efek sampingnya

Informan PUS 1

saya dalam memilih alat kontrasepst mana yang akan saya
pakai

Dapat informasi. Tentang cara-cara ber-KB. Dikasih tahu Informan PUS 2
pentingnya ber-KB supaya bisa mendidik anak dan merawat

. keluarga
Saya mendapatkan informasi untuk memantapkan keputusan | Informan PUS 3

Ya, dapat informasi... tentang KB, ada pil, suntik, implant, [UD...
steril

Informan PUS 4

Ya dapat mas, kan pas penyuluhan itu dikasih informasi tentang
alat-alat KB, kelebihan kekurangannya, yang cocok buat kita mana

Informan PUS 5

2. | Apakah ada materi lain vang disampaikan oleh PKB
dalam kegiatan penyuluhan selain tentang alat dan
metode kontrasepsi?

Iya, disampaikan juga tentang BKB, BKR, UPPKS, PUP, banyak
mas

Informan PUS |

keuntungan keluarga kecil sehingga bisa menjadi keluarga sejahtera

Ada sih, disampaikan tentang pertumbuhan penduduk, Kalau tidak | Informan PUS 2
ada KB, bisa tambah padat penduduknya

Disampaikan juga tentang pentingnya pengasuhan tumbuh kembang | Informan PUS 3
anak, remaja, lansia tangguh

Tentang mengasuh balita, remaja. Mengasuh lansia juga ada... Informan PUS 4
Selain tentang alat kontrasepsi juga diterangkan mengenai Informan PUS 5

3. | Apakah dalam kegiatan penyuluhan dilakukan proses
tanya jawab?

Kita langsung tanya aja kalau ada yang tidak paham. Ya pertama
sih dengerin dulu ibu PLKB ngasih penyuluhan, nanti kalau ada
vang nggak paham bisa langsung tanva

Informan PUS 1

Malah lebih banyak acara tanya jawabnya, kita dipersilahkan
bertanya apa yang ingin ditanyakan

Informan PUS 2

L

langsung tanya

Dikasih kesempatan untuk tanya. Kalau ada yang tidak ngerti bisa | Informan PUS 3
ditanyakan
Ada waktu buat tanya jawab. Waktu sedang dijelaskan juga boleh Informan PUS 4
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Setelah diterangkan biasanya PLKB sedikit mengulang yang Informan PUS 5
disampaikan dengan bertanya. Ibu-ibu biasanya lebih senang jika
diberi kesempatan bertanya
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